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ABSTRAK

NENY FITRIANI. Pengelolaan Pos Lintas Batas Laut di Kabupaten Nunukan

(dibimbing oleh Muhlis Madani dan lhyani Malik).

Pos Lintas Batas Laut dijadikan sebagai pintu gerbang yang mengatur arus keluar
masuk orang dan barang serta untuk melayani arus penyeberangan antar Negara
sekaligus mendeteksi kegiatan di dua Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menjelaskan proses pengelolaan pos lintas batas laut (PLBL) yang telah mendapatkan
surat izin operasi dari Gubernur Kalimantan Timur dan untuk mengetahui faktor
penghambat dan pendukung dalam pengelolaan PLBL di Kabupaten Nunukan.

Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian menggunakan tipe studi kasus. Jumlah
informan dalam penelitian ini adalah 11 orang. Teknik pengumpulan data
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PLBI ini belum dapat dikatakan
telah efektif. hal ini sebabkan PLBL masih terhambat dalam memberikan pelayanan
Internasional masih dalam memberikan pelayanan lokal dan regional saja.. Faktor
pendukung yang dimiliki adalah Sumber Daya Manusia dan Sarana prasarana yang
memadai. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah ponton dermaga 3 yang
mengalami kerusakan, persoalan anggaran dan izin standar kapal yang diberikan oleh
Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pos Lintas Batas Laut
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wilayah Perbatasan merupakan wilayah provinsi, kabupaten atau Kkota,
maupun kecamatan yang wilayahnya secara geografis berbatasan langsung dengan
garis batas antar negara tetangga baik di darat, laut, maupun udara. Indonesia
terdapat tujuh provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain diantaranya:
Provinsi Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi
Utara, Papua, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Wilayah perbatasan selain membawa manfaat bagi bangsa Indonesia sebagai
aset berharga untuk meningkatkan perekonomian. Disisi lain, bisa menjadi
ancaman tersendiri apabila wilayah perbatasan tersebut tidak dikelola dan tidak
ditangani dengan baik. Apalagi hingga saat ini wilayah perbatasan masih
menyimpan banyak persoalan yang belum tertangani dengan optimal dan masih
terdapat kawasan yang belum tersentuh pembangunan. Oleh karena itu,
pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan perhatian khusus terutama
pada masyarakat yang tinggal diperbatasan. Apalagi kawasan perbatasan juga
memiliki kapasitas Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar.

Potensi SDA kawasan perbatasan jika dikelola secara optimal akan
berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Kusumo dalam Purnamasari (2014), bahwa berbagai persoalan

terkait daerah perbatasan dibutuhkan penguatan lembaga dalam hal ini BNPP



diikuti dengan kerjasama antara pusat dan daerah, hal ini diharapkan perlu
memberikan perhatian khusus dan pengelolaan yang baik terhadap pulau-pulau
terluar. Ditunjang dengan peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam
rangka pembangunan kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia, maupun
negara-negara tetangga lainnya. salah satunya dengan melakukan pemekaran
Provinsi dengan menjadikan Kalimantan Utara sebagai Provinsi ke-34 yang terdiri
atas 1 Kota dan 4 Kabupaten yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau,
Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut sebelumnya
merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
bahwa Tanjung Selor ditetapkan sebagai Ibukota provinsi tersebut.

Pembentukan provinsi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan dalam
pemberian pelayanan di sektor pemerintahan, pembangunan hingga
kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan
di kawasan perbatasan. Pemerintah Pusat berharap permasalahan di perbatasan
Kalimantan Utara dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Apalagi saat ini banyak wilayah yang belum
tersentuh pembangunan terutama di wilayah utara, perbatasan, dan pedalaman.
Tujuan lain dibentuknya Provinsi ini adalah untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat Kalimantan Utara dan menekan pengaruh Malaysia yang berada di

dekat perbatasan. Provinsi Kalimantan Utara ini juga dinilai memiliki potensi



alam yang sangat luar biasa mulai dari kekayaan minyak, gas, kelautan,
kehutanan, tambang dan lain-lain.

Kabupaten Nunukan memiliki lokasi strategis dan menguntungkan, karena
memiliki kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia
Timur sehingga menjadi jalur transportasi laut orang dan barang antar dua negara.
Kondisi geografis laut yang berada di tengah-tengah dua negara tersebut, sehingga
di garis perbatasan kemudian dibangun pos-pos lintas batas untuk melayani arus
penyeberangan antar negara sekaligus mendeteksi kegiatan di dua negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
menyatakan bahwa fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan
dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu pelabuhan, bandara, pos
lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Pelabuhan merupakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung
pelayanan transportasi laut, sungai dan danau khususnya di wilayah perbatasan
Kabupaten Nunukan. Lancarnya transportasi merupakan salah satu cerminan
majunya pembangunan perekonomian suatu Negara. Namun masih terdapat
permasalahan yang terjadi diperbatasan laut pelabuhan Nunukan yaitu masih
adanya pelayaran kapal asing ilegal, masuknya barang-barang terlarang, pencurian
ikan didaerah perbatasan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan permasalahan diatas sehingga melalui forum sosial ekonomi
Malaysia dan Indonesia (sosek malindo) sepakat melakukan kerja sama untuk
melakukan pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) di Pelabuhan Liem Hie

Djung pada 2009 dan diresmikan sebagai Pelabuhan Internasional pada tahun



2010 oleh Gubernur Kalimantan Timur. PLBL ini berfungsi sebagai pintu gerbang
yang mengatur dan mengelola arus keluar masuk baik itu orang maupun barang
dari Indonesia-Malaysia atau Nunukan-Tawau, serta untuk memberikan
pelayanan dan mengatur penumpang domestik, yakni Nunukan-Tarakan,
Nunukan-Tanjung Selor dan daerah lain di sekitar Kabupaten Nunukan.

Pembangunan PLBL ini diharapkan dapat menunjang perkembangan
perekonomian lokal, regional maupun nasional mengingat tingkat mobilitas cukup
tinggi antara kedua Negara. Apalagi Nunukan dijadikan sebagai tempat transit dan
setiap hari rata-rata sekitar 8 unit kapal cepat dengan kapasitas kurang lebih 100
orang penumpang yang melewati jalur pemeriksaan Pos Lintas Batas Laut
(www.antarakaltim.com) Diakses pada 27 juni pukul 19.45 WIB

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2007 tentang
Standardisasi Sarana, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara,
dijelaskan secara rinci pada pasal 1 ayat (2) bahwa di setiap tempat keluar atau
masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas tradisional atau pos lintas batas
internasional. Kemudian, pada pasal 7 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa
Pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional dilaksanakan oleh Gubernur. Dan
gubernur menunjuk pejabat pemerintah provinsi sebagai administrator Pos Lintas
Batas Internasional.

Berdasarkan surat gubernur Kalimantan Timur (Kal-Tim) Nomor
552.3/4228/EK pada tanggal 10 mei 2010 perihal persetujuan pengoperasian
PLBL kabupaten Nunukan (tribunkaltim) dan Surat Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur Sekretariat Daerah Samarinda, Nomor 032/7786/BP-


http://www.antarakaltim.com/

I1/VII1/2011, tentang pinjam pakai PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
(www.antarakaltim.com) Diakses pada 27 juni pukul 20.00 WIB

Menurut Effendi (2014:5-6), mengatakan bahwa manajemen sangat
dibutuhkan bagi organisasi sosial maupun organisasi pemerintah untuk mengatur,
merencanakan, segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang
mendatang untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam organisasi dibutuhkan manajemen
pengaturan yang baik.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bahwa, tempat keluar masuk
wilayah negara melalui PLBL Liem Hie Djung belum dikelola secara optimal dan
profesional sebagai halnya dengan pengelolaan bandar udara maupun pelabuhan
laut. Padahal PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan ini dibangun pada tahun
2009 dan diresmikan pada tahun 2010 namun dalam pengelolaan PLBL belum
dapat dikatakatan telah berjalan secara efektif. Karena sejauh ini PLBL Kabupaten
Nunukan masih terhambat dalam memberikan pelayanan Internasional masih pada
pelayanan lokal dan regional saja. Hal ini terjadi di Karenakan masih ada prosedur
administrasi dan kelengkapan fasilitas PLBL yang belum terpenuhi seperti Ponton
dermaga 3 mengalami kerusakan dan tenggelam, mengenai izin standar kapal dan
terkendala pada anggaran yang dibutuhkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, sehingga peneliti sangat tertarik untuk
mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang pengelolaan PLBL dan
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengelolaan PLBL di Dinas

Perhubungan Kabupaten Nunukan yang selama ini belum berjalan secara


http://www.antarakaltim.com/

maksimal. Adapun penelitian ini dengan judul “Pengelolaan Pos Lintas Batas

Laut di Kabupaten Nunukan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan pos lintas batas laut di Kabupaten Nunukan.?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pos lintas

batas laut di Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengelolaan PLBL di Kabupaten Nunukan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam PLBL
di Kabupaten Nunukan.
D. Kegunaaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia
pendidikan tinggi, memperkaya hasil penelitian yang telah ada, dan
memberikan gambaran secara luas mengenai pengelolaan PLBL di

Kabupaten Nunukan.



b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi
atau pedoman pengetahuan untuk kegiatan penelitian yang semacamnya
dimasa yang akan datang.

2. Secara praktis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber
informasi dan masukkan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung
khususnya bagi Dinas Perhubungan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)
dalam mengelola PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan.
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-
permasalahan yang ada dalam pengelolaan Pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung di Kabupaten Nunukan sehingga dapat diperbaiki dan dikelola

secara maksimal.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Teori
1. Pengertian Manajemen

Menurut Hasibuan (2007:10), bahwa manajemen berasal dari kata to manage
yang berarti mengatur (mengelola). la mengartikan bahwa manajemen
merupakan suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan atau
penggunaan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya secara lebih
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Manullang (2006:5), manajemen merupakan suatu seni dan ilmu
dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan
pengawasan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah
ditetapkan. Manullang dalam Sudrajat (2007), bahwa dalam manajemen terdapat
tiga hal yang penting yaitu: pertama tujuan, kedua pencapaian tujuan melalui
atau menggunakan orang lain dan, ketiga pelaksanaan manajemen yang
membutuhkan bimbingan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Menurut Handayaningrat (2004:9), Pengelolaan bisa diartikan sebagai
manajemen, Yyakni suatu rangkaian kegiatan yang prosesnya dimulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam upaya para
anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi dalam

mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.



Selanjutnya menurut Follet dalam Effendi (2014:3), manajemen adalah
sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. la mengartikan
manajemen yang menitikberatkan pada seninya, di mana praktik atau
implementasi membuat system yang baik dan benar. Jadi Dalam penyelesaian
tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu:

a. Adanya pemanfaatan sumber daya organisasi, baik itu sumber daya

manusia maupun faktor-faktor produksi lainya.

b. proses yang bertingkat mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan
pengawasan.

c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Menurut Terry dalam Effendi (2014:3), berpendapat bahwa manajemen
merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan pemanfaatan sumber daya
manusia maupun sumber-sumber lainnya.

Dari beberapa definisi manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa
manajemen merupakan ilmu dan seni untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
melalui orang lain. Terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi untuk
mecapai tujuan yang telah telah di tetapkan agar berjalan secara efektif dan

efisien.
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2. Fungsi Manajemen

Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari proses
pengelolaannya (manajemen). Pekerjaan akan berhasil apabila pengelolaannya
baik dan teratur. karena manajemen merupakan serangkaian tahap kegiatan dari
awal melakukan kegiatan hingga akhir pada pencapaian tujuan kegiatan.

Adapun fungsi manajemen menurut beberapa ahli dalam Siagian (2003:)
yaitu sebagai berikut:

a. Hendry Fayol.

Berikut ini merupakan 5 fungsi manajemen menurut Hendry Fayol yang
disingkat sebagai POCCC (Planning, Organizing, Commanding,
Coordinating, dan Controlling) sebagai berikut:

1. Planning (perencanaan)

Perencanaan merupakan penentuan langkah awal yang memungkinkan
organisasi mampu mencapai suatu tujuan dengan melibatkan cara yang
dilakukan untuk mengatisipasi kecendrungan di masa yang mendatang dan
menentukan sebuah strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan
target tujuan suatu organisasi. Untuk merumuskan suatu perencanaan
dengan menggunakan 5W+1H, yaitu:

a) kegiatan apa yang harus dikerjakan?

b) Mengapa kegiatan itu harus dikerjakan?

¢) Dimana kegiatan itu harus dikerjakan?

d) Kapan kegiatan itu harus dikerjakan?

e) Siapakah yang akan mengerjakan kegiatan itu?
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f) Bagaimanakah cara melaksanakan kegiatan itu?
2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses mempekerjakan dua orang atau
lebih untuk melakukan kerja sama secara terstruktur guna mencapai
sasaran spesifik, mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya
yang dimiliki antara anggota organisasi agar dapat mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan upaya
penentuan tugas yang harus dilaksanakan, siapa yang mengerjakan,
bagaimana cara pembagian atau pengelompokkan tugas itu dilakukan,
siapa yang menjadi penanggung jawab atas kerjaan tersebut, dan sejauh
mana keputusan harus diambil.

3. Commanding (Pemberian Komando)

Commanding dilakukan dengan menyampaikan arahan dan bimbingan
kepada karyawan agar dapat menyelesaikan tugas mereka masing-masing
secara efektif dan efisien . bukan hanya itu, proses commanding dilakukan
agar pekerjaan dapat terlaksana secara efektif. sehingga sesuai dengan
tujuan yang telah ditentukan.

4. Coordinating (pengkoordinasian)

Kordinasi merupakan bagian dari fungsi manajemen agar dalam
melakukan  kegiatan organisasi tidak menimbulkan kekacauan,
percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubung-hubungkan,

menyatu padukan serta menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan
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sehingga terjalin kerjasama yang terarah dalam rangka untuk mecapai
tujuan bersama atau tujuan organisasi.
5. Controlling (pengawasan)

Pengawasan merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk
memantau, membuktikan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan
yang direncanakan, dan diorganisasikan, serta diperintahkan sebelumnya
dapat bergerak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

b. George R. Terry.
Berikut ini adalah Empat fungsi manajemen menurut George Terry yang
disingkat POAC sebagai berikut:
1. Planning (perencanaan)

Perencanaan merupakan dasar pemikiran dalam penetapan tujuan dan
penyusunan tahapan-tahapan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.
Merencanakan berarti mempersiapkan segala keperluan, memperhitungkan
secara terperinci mengenai hal-hal yang menjadi kendala, dan merumuskan
tatanan pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

2. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan cara yang dilakukan untuk mengerahkan
orang-orang serta menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan dan
keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

3. Actuating (penggerakan)
Penggerakan merupakan cara yang digunakan untuk mengerahkan

organisasi agar dapat berjalan secara sinkron dengan pembagian kerja dalam
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tiap-tiap anggota, serta mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki dalam
organisasi agar tindakan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan
perencanaan sebelumnya dan mengacu pada pencapaian tujuan.
4. Controlling (pengawasan)
Pengawasan dilakukan agar segala tindakan atau pekerjaan yang dilakukan
dalam organisasi ini telah sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Serta
mengawasi pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi dapat
dimanfaatkan lebih efektif dan efisien tanpa harus ada yang melenceng dari
perencanaan.
c. Koontz dan O’Donne

Berikut ini adalah lima fungsi manajemen menurut Koontz dan O’Donnel
yang disingkat POSDC sebagai berikut:

1. Planning (perencanaan)

Perencanaan merupakan tindakan untuk menetapkan terlebih dahulu
mengenai apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, apa
yang harus di kerjakan dan siapa yang akan mengerjakannya. Perencanaan
sering juga dikatakan sebagai jembatan yang menyangkutpautkan antara
kesenjangan a keadaan masa kini dengan keadaan yang diharapkan pada masa
yang akan datang. Meskipun keadaan masa depan yang sulit untuk di
perkirakan. Itulah sebabnya koontz menganjurkan perencanaan seperti suatu
proses intelektual yang memutuskan secara sadar tindakan yang akan di

tempuh dan keputusan itu diambil berdasarkan pada tujuan yang hendak
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dicapai, informasi yang akurat dan dapat dipercaya, juga memperhatikan
gambaran keadaan yang akan datang.
2. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan yang dibutuhkan
yaitu; penentuan susunan organisasi serta peran dan fungsi dari tiap-tiap unit
yang berada dalam suatu organisasi.

3. Staffing (pengadaan tenaga kerja)

Pengadaan tenaga kerja merupakan penyusunan personalia pada satu
organisasi mulai dari merekrut pegawai, pengembangannya sampai dengan
upaya yang dilakukan agar setiap pegawai dapat memberikan daya guna
maksimal bagi organisasi.

4. Directing (pemberian bimbingan)

Serangkaian upaya pengendalian yang dilakukan secara profesional agar
semua unsur organisasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya terutama dalam
proses pencapaian tujuan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

5. Controling (pengawasan)

Pengawasan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengamati secara
terorganisasi dan berkesinambungan, merekam dan memberi penjelasan,
petunjuk, pembinaan dan mengoreksi berbagai hal yang kurang tepat, serta
memperbaiki kesalahan. Pengawasan merupakan kunci keberhasilan pada
keseluruhan proses manajemen, dimana dalam proses pengawasan harus dilihat

secara menyeluruh, terpadu, dan tidak terpaku pada hal-hal tertentu.
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d. Sondang P. Siagian
Berikut ini adalah lima fungsi manajemen menurut Siagian:
1. Planning (perencanaan)

Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penetapan secara
matang mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada masa mendatang dalam
rangka pencapaian tujuan yang sudah di tetapkan.

2. Organizing (pengorganisasian)p

Keseluruhan proses menggabungkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas,
tanggung jawab, dan wewenang menjadi sedemikian rupa sehingga tercipta
suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan.

3. Motivating (motivasi atau penggerakkan)

Penggerakan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja
pada bawahan yang dibuat sedemikian rupa agar mereka mau bekerja secara
ikhlas agar tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis.

4. Controlling (pengawasan)

Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan segala kegiatan
yang dilakukan dalam organisasi untuk menjamin agar segala pekerjaan yang
sedang dilakukan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan

sebelumnya.
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5. Evaluating (penilaian)

Penilaian merupakan proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil
pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.
Ada beberapa hal penting yang diperhatikan dalam penilaian yakni:

a) Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi

tersebut turut menentukan mati atau hidupnya suatu organisasi.

b) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian
adalah kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam administrasi
maupun manajemen.

c) Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil dari

pelaksanaan yang dilakukan dengan hasil yang seharusnya dicapai.
Dari beberapa fungsi manajemen menurut di atas, terdapat beberapa fungsi

yang sama Yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengarahan.

3. Sarana Manajemen

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, memerlukan
sarana. Semua sarana yang dapat dikerahkan merupakan sumber daya. Oleh sebab
itu dibutuhkan kemampuan dan seni untuk mengerakkan sumber daya tersebut
sehingga berhasil guna dan tepat guna dengan biaya yang sehemat mungkin.
Menurut Terry dalam Effendi (2013:11-13) mengemukakan bahwa unsur-unsur
sebagai sarana dalam manajemen dikenal dengan 6M, yaitu:

a. Man (sumber daya manusia)

Orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam

operasional suatu organisasi, man merujuk pada sumber daya manusia yang
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dimiliki oleh organisasi. Hal ini termasuk penempatan orang yang tepat,
pembagian kerja, pengaturan jam Kkerja, dan lain sebagainya. Dalam
manajemen, faktor manusia merupakan hal yang paling berperan penting.
Karena manusia yang menentukan tujuan dan manusia juga yang akan
melakukan suatu proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia maka
tidak akan terjadi proses kerja, karena pada dasarnya manusia merupakan
makhluk kerja. Oleh sebab itu, manajemen lahir karena adanya orang-orang
yang melakukan proses kerja sama untuk mencapai tujuan.

b. Money (uang)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang
merupakan modal yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program
atau rencana yang telah ditetapkan. Uang merupakan alat tukar dan alat
pengukur nilai seperti pembelian alat-alat, bahan baku, pembayaran gaji dan
lainnya. Besar kecilnya hasil dari tindakan yang dilakukan dapat diukur dari
besaran uang yang beredar pada perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan
alat yang penting untuk dipergunakan dalam proses pencapaian tujuan karena
segala materi harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berkaitan
dengan seberapa besar uang yang harus disiapkan untuk memberi upah gaji
tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, serta berapa hasil yang akan dicapai
dari suatu organisasi.

c. Materials (bahan baku)
Bahan baku merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan biasanya terdiri dari

bahan setengah jadi (raw material) dan juga bahan jadi dalam operasi awal
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guna menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual. Bahan baku dan
manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa bahan baku aktivitas produksi tidak
akan mencapai hasil yang dikehendaki.

d. Machines (mesin)

Mesin merupakan peralatan termasuk teknologi yang digunakan untuk
membantu dan sangat diperlukan. Penggunaan mesin dapat memberikan
kemudahan dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak seta dapat
menciptakan efesiensi kerja. Jadi dalam manajemen mesin-mesin atau alat-alat
yang digunakan atau dipelukan untuk mencapai tujuan.

e. Methods (metode)

Dalam pelaksanaan kerja dibutuhkan adanya metode-metode kerja. Satu
tata cara kerja yang efektif akan memperlancar jalannya pekerjaan yang
dihasilkan. Sebuah metode tatkala dinyatakan sebagai penentuan cara
pelaksanaan Kkerja atau tugas dengan memberikan berbagai macam
pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilias yang tersedia
dan pemanfaatan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Tetapi meskipun
metode baik sedangkan orang yang akan melaksanakannya tidak paham atau
tidak berpengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan.

f.  Market (pasar)

Penguasaan pasar mempunyai peranan penting untuk menyebarkan hasil
produksi agar tetap terjaga dengan memperhatikan kualitas dan harga barang.
Memasarkan produk baik berupa barang maupun jasa diharuskan mampu

menguasai pasar artinya mampu menyebarluaskan hasil produksi ataupun
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menginformasikan barang atau jasa tersebut. Pasar adalah tempat dimana

menjual barang dan jasa-jasa yang telah dihasilkan.

Dalam kegiatan manajemen, unsur—unsur tersebut saling berkaitan dan
menunjang satu sama lain. Seperti halnya informasi sangat dibutuhkan agar hasil
sesuatu yang dikerjakan lebih sempurna. Maksudnya tidak dapat diabaikan salah
satu unsur yang ada, jika salah satu dari unsur-unsur tersebut terabaikan maka
akan terjadi kekurangan sehingga tujuan tidak dapat tercapai secara efektif dan
efesien.

4. Pengertian dan Konsep Manajemen Transportasi

Menurut Nasution (2008:90-93) mengemukakan bahwa dalam penggunaan
sehari-hari terdapat istilah dalam manajemen yakni: pengurasan, pengelolaan,
ketatalaksanaan dan sebagainya. Secara umum manajemen transportasi
merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian transportasi atau unit dalam
organisasi industri atau perdagangan dan jasa lain (manufacturing business and
service) untuk memindahkan atau mengangkut barang dan penumpang dari suatu

lokasi ke lokasi yang lain secara efektif dan efisien.

Manajemen transportasi memiliki 3 (tiga) - tugas pokok utama Ketiga tugas
ini harus dilakukan dalam waktu bersamaan dalam tindakan managerial yang
sama. Ini berarti bahwa tugas yang akan diselesaikan akan direncanakan lebih
awal untuk mencapai hasil yang diharapkan. Adapun tugas pokok tersebut terdiri

atas:
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a. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi

organisasi secara keseluruhan.

b. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan

c. Dampak sosial dan tanggung jawab sosial dalam mengoperasikan

angkutan ini

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008
tentang Pelayaran, pada pasal 1 menjelaskan bahwa pelabuhan adalah tempat yang
terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, naik turunnya penumpang atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan perairan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta

sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Konsep manajemen pelabuhan berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 tahun 2008 menjelaskan bahwa kepelabuhan adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang atau
barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra atau antar
moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap

memperhatikan tata ruang wilayah.
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Menurut Soedjono dalam Lisman (2016), efisiensi pelabuhan dapat dilihat dalam

dua (2) hal yaitu:

a. Pelabuhan sebagai satu sub-sub operasi yaitu gambaran lengkap tentang
berfungsi tidaknya suatu sistem angkutan nasional ataupun internasional, yang

dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manajemen atau bina pengusahaan organisasi.

2. Pengawasan teknis terhadap berfungsinya sesuatu bagian fasilitas.

w

Penilaian terhadap gerakan sarana dan prasarana akibat adanya muatan.

&

Pengaturan pada penawaran jasa yang dijual.

o

Kebijaksanaan investasi.

b. Pelabuhan sebagai salah satu rangka sub sistem dari sejumlah pelabuhan, yang

dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jaringan kapal pada pelabuhan

2. Arus muatan

3. Kebijaksanaan operasi investasi

5. Moda Transportasi Laut

Menurut Salim (2008: 22-24) mengelompokkan mode transportasi laut terdiri

atas:

a. Vechicles (alat angkut)

1. Kapal antar pulau
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2. Kapal samudera

3. Kapal lokal

4. Mosquito fleet (kapal armada rakyat)
5. Sea train (kereta laut)

6. Log carrier (pembawa log)

6. Regulasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Menurut Nugroho (2004:1-7), bahwa kebijakan publik merupakan suatu
aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berfungsi untuk
mengikat seluruh warganya. Adapun aturan atau regulasi dalam pengelolaan

perbatasan Negara ialah sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
pada pasal 10 ayat (1) bahwa dalam pengelolaan wilayah Negara dan kawasan
perbatasan, pemerintah berwenang Menetapkan kebijakan pengelolaan dan
pemanfaatan wilayah Negara. Dan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12
tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada pasal 5 ayat (1)
menyatakan bahwa pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan dilakukan kementeriani, Lembaga Pemerintah, Non
Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai
dengan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi
pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang ditetapkan

oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP).
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada pasal 361 ayat (2) mengenai kewenangan pemerintah pusat di
kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan
pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai wilayah Negara. Ayat (3) bahwa pemerintah pusat mempunyai
kewenangan untuk penetapan rencana detail tata ruang, pengendalian dan izin
pemanfaatan ruang, serta pembangunan sarana dan prasarana kawasan perbatasan.
Ayat (7) pemerintah pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak

tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di Negara tetangga

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Pengelolaan Pos Lintas
Batas Laut di Kabupaten Nunukan, bahwa pengelolaan PLBL ini belum dapat
dikatakan telah efektif. Beberapa hal terkait pengelolaan baik perencanaan,
pengorganisasian, dan penggerakkan serta pengawasan telah dilakukan
sebagaimana mestinya. Akan tetapi ada beberapa faktor penghambat baik itu
secara teknis maupun Perizinan Pelabuhan terkait izin standar kapal yang
diberikan Kementerian Perhubungan Laut hanya sampai GT 35. Sementara untuk
memberikan pelayanan internasional yang melayani Lintas batas Internasional
Nunukan- Tawau standar izin kapal yang diberikan sampai dengan GT 175

standar izin kapal yang diberikan Kementerian Perhubungan Laut ini tidak
Seimbang dengan kapal yang melayani pelayaran Internasional Tawau yaitu GT

175, dengan memiliki panjang kapal kurang lebih 14 m. hal inilah yang menjadi
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penghambat dalam pengelolaan PLBL Liem Hie Djung menjadi tidak efektif dan
efisien

Untuk mengetahui pengelolaan pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan
Kabupaten Nunukan dapat dilihat dengan mengidentifikasi setiap permasalahan
yang ada dengan menggunakan konsep teori George R terry mengenai fungsi-
fungsi manajemen yang dikenal dengan POAC vyaitu: perencanaan,
pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Dari teori inilah peneliti dapat
mengetahui sejauh mana pengelolaan pos lintas batas laut di Kabupaten Nunukan
berjalan optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pikir penelitian ini adalah:

;’f’engelolaan Pos Lintas batas Laut di Dinag““.‘
Perhubungan Kabupaten Nunukan. ~ /

\ /

1.Perencanaan Faktor Penghambat:
2.Pengorganisasian ¢ 1. Standar izan kapal

3.Penggerakkan 2. Kerusakan ponton
4 Pengawasan 3. Anggaran

\ 4

Pengelolaan Pos Lintas Batas Laut di Dinas
Perhubungan berjalan Efektif dan Efisien

Faktor Pendukung:
1. Sumber daya manusia *
2. Sarana dan prasaran

Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penelitian
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C. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian
dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan
pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah ialah
sebagai berikut:
1. Pengelolaan pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan Kabupaten
Nunukan.
2. Perencanaan pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan Kabupaten
Nunukan.
3. Pengorganisasian pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan Kabupaten
Nunukan.
4. Penggerakkan pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan Kabupaten
Nunukan.
5. Pengawasan pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan Kabupaten
Nunukan.
6. Faktor pendukung pengelolaan pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan
Kabupaten Nunukan.
7. Faktor penghambat pengelolaan pos lintas batas laut di Dinas

Perhubungan Kabupaten Nunukan.
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D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk menilai pengelolaan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) di Dinas
Perhubungan Kabupaten Nunukan, dapat dilihat berdasarkan tahap-tahap sebagai
berikut:

1. Pengelolaan pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan Kabupaten
Nunukan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya penumpang maupun
barang dari Indonesia — Malaysia. Dilihat dari fungsinya pengelolaan
PLBL Liem Dji Hung harus dilakukan secara optimal pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Nunukan.

2. Perencanaan pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan adalah penentuan
langkah awal yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam mengelola
PLBL di Kabupaten Nunukan terkait tindakan dan pekerjaan yang akan
dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kegiatan tersebut.
Perencanaan ini diperlukan untuk memudahkan dalam proses pencapaian
tujuan yang lebih efektif dan efisien.

3. Pengorganisasian pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan adalah suatu
bentuk pengaturan Sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi
untuk menjalankan rencana yang sudah ditetapkan. Pengorganisasian pos
lintas batas laut ini dilakukan secara terstruktur dengan melakukan
pembagian tugas berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
Pengorganisasian yang dilakukan Dinas Perhubungan bertujuan agar

segala tindakan maupun pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan secara
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Lancar. Sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan PLBL di
Kabupaten Nunukan.

. Penggerakkan Pos Lintas Batas Laut di Dinas Perhubungan adalah
kemampuan untuk menggerakkan segala sumber daya baik itu sumber
daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia di dalam organisasi
untuk digunakan secara efektif dan efisien. Dinas perhubungan Kabupaten
Nunukan diharapkan mampu menggerakkan segala sumber daya agar bisa
berhasil dan berdaya guna terutama dalam hal pengelolaan PLBL sehingga
dapat memudahkan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
. Pengawasan pos lintas batas laut di Dinas Perhubungan adalah cara yang
dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses
pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan yang dilakukan Dinas
Perhubungan berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam
bertindak terkait pengelolaan PLBL di Kabupaten Nunukan dan
memastikan segala tindakan maupun pekerjaan yang dilakukan telah
sesuai dengan perencanaan yang ditentukan sebelumnya.

. Faktor pendukung adalah hal-hal yang menjadi pendorong keberhasilan
dalam pengelolaan PLBL di Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

. Faktor Penghambat adalah suatu keadaan dimana terdapatnya kendala-
kendala dalam proses melakukan suatu kegiatan dan berpengaruh pada
terhambatnya pencapaian tujuan yang ingin dicapai dalam proses

pengelolaan PLBL di Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah seminar
proposal. Waktu penelitian dimulai pada Bulan Maret hingga pada Bulan April
dan dilaksanakan di Dinas Perhubungan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan. Dengan pertimbangan
karena peneliti ingin mengetahui dan melihat secara langsung bagaimana proses
pengelolaan pos lintas batas laut dan untuk mengetahui faktor penghambat dan
pendukung dalam pengelolaan pos lintas batas laut pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Nunukan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sebagaimana yang
diungkapkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4), bahwa penelitian
kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik
berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa
diamati.

Tipe Penelitian ini adalah tipe study kasus sebagaimana yang diungkapkan
Yin (2013), bahwa studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif
yang berhubungan dengan berbagai aspek seseorang, kelompok, organisasi,
program dan suatu situasi kondisi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan, dan

ditelaah berdasarkan waktu yang ditentukan.
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C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan penulis untuk
memperkaya, mempertajam analisis bagi penarikan kesimpulan yang
dilakukan dengan cara pengamatan langsung (observasi), dan wawancara
yang dilakukan peneliti terkait dengan pengelolaan PLBL di Dinas
Perhubungan Kabupaten Nunukan. Adapun proses wawancara dan
observasi ini dilakukan pada kantor UPT PLBL.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai
laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang bersifat informan tertulis
yang digunakan dalam peneliti. Adapun laporan atau dokumen yang
bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti berkaitan dengan
pengelolaan PLBL di Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan baik itu
data armada lintas penyeberangan regional dan lokal, data keberangkatan

dan ketibaan, serta retribusi jasa pelabuhan.

D. Informan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memilih informan secara lebih spesifik,
subjektif untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara, peneliti
memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi
mengenai permasalahan yang diteliti terkait dengan pengelolaan pos lintas batas

laut di Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
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Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

No Nama/ Jabatan Jumlah
Kepala  Seksi  Kepelabuhanan dan  Penunjang

1. 1 orang
Keselamatan Pelayaran
Kepala unit pelaksana teknis (UPT) PLBL pelabuhan

2. . . 1 orang
Liem Hie Djung

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 orang

n Kelompok  kerja  (POKJA)  perencanaan  dan 1 orang
Pembangunan

5. Kelompok kerja (POKJA) Operasional dan Pengawasan | 1 orang

6. Personil PLBL 1 orang

7. Retribusi 1 orang

8. Masyarakat 3 orang

Total 10 orang

Sumber: Data Primer (Wawacara Langsung)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

1. Wawancara langsung yaitu melakukan wawancara secara langsung dan

mendalam dengan melakukan tanya jawab kepada informan. Penggunaan
teknik ini dimaksudkan untuk mencari informasi sebanyak mungkin yang
berkaitan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait
pengelolaan PLBL dan apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas
Perhubungan dalam PLBL di Kabupaten Nunukan. Untuk memudahkan
pelaksanaanya wawancara dilakukan secara terstruktur dengan

menggunakan pedoman wawancara. Proses wawancara ini dimulai pada
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tanggal 28 Maret hingga 04 April di laksanakan pada kantor UPT PLBL

dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

2. Pengamatan (Observasi), yaitu melakukan kegiatan observasi dengan
terjun langsung ke lokasi yang akan diteliti, guna untuk mendapatkan
informasi yang jelas. Observasi ini dilakukan secara terbuka, cara ini
diharapkan mampu menggali kejujuran informan agar dapat memberikan
informasi yang sebenarnya.

3. Dokumentasi yaitu teknik untuk mengambil data dari beberapa buku
bacaan, laporan kegiatan, arsip, maupun foto-foto yang berkaitan dengan
objek penelitian untuk melengkapi data tentang pengelolaan PLBL di

Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Penelitian menggunakan data kualitatif yaitu semua bahan,
keterangan, fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis
karena wujudnya adalah keterangan variabel (kalimat dan data). Dengan teknik ini
peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta,
keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang
peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengelolaan PLBL di Dinas

Perhubungan Kabupaten Nunukan.
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Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:205-213), bahwa
Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis data yang
mempertegas, memperpendek, mewujudkan fokus, menghilangkan hal yang
tidak begitu penting dan mengelola data menjadi sedemikian rupa sehingga
simpulan peneliti dapat dilakukan.
2. Sajian data

Sajian data merupakan satu rakitan informasi yang memungkinkan
kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar
makna dari peristiwa yang terjadi dapat lebih mudah untuk dipahami.
3. Penarikan kesimpulan.

Awal pengumpulan data peneliti diharuskan mampu mengerti apa arti dari
hal-hal yang ia temui dengan menuliskan peraturan-peraturan sebab akibat
dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung

jawabkan.

G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian. Oleh karena itu
diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam
penelitian ini adalah diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut
Sugiyono (2012:205-213), bahwa teknik pengumpulan data triangulasi dapat

diartikan sebagai cara pengumpulan data yang bersifat menggunakan dari
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berbagai macam teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada.
Menurut Sugiyono ada 3 (tiga) macam tringulasi yaitu:

1. Tringulasi sumber

Tringulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang
berbeda, misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,
membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan segala yang
dikatakan individu atau pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan
dokumen yang ada.
2. Tringulasi teknik

Tringulasi teknik digunakan untuk menguji atau mengukur kredibilitas
data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan
menggunakan teknik yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dengan
hasil wawancara, kemudian dicek dengan hasil observasi, dokumentasi, atau
kuesioner. Ketika teknik pengujian kredibilitas data yang dilakukan
menghasilkan data yang berbeda-beda. Maka peneliti akan melaksanakan
diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan maupun dengan
sumber lainnya, untuk memastikan data yang dianggap valid atau mungkin
semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Tringulasi waktu

Waktu dapat mempengaruhi proses kredibilitas data. Data yang dikumpul
berdasarkan teknik wawancara yang dilakukan pada pagi hari pada saat

informan masih dalam kondisi segar, belum banyak masalah akan
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memberikan data yang lebih akurat sehingga kredibel. Untuk itu, dalam
pengujian kredibilitas data bisa dilakukan dengan cara melakukan
pengecekkan dengan wawancara, observasi, atau dengan teknik lain dalam
waktu dan situasi yang berbeda. Apabila hasil uji melahirkan data yang
berbeda, maka perlu dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat

ditemukan kepastian datanya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten
Bulungan, Kalimantan Utara. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan
pertimbangan yang mencakup luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan di
pelopori oleh R.A Besing yang pada saat itu menjabat sebagai bupati.

Pada tahun 1999 Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah dengan
didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Atas dasar inilah sehingga dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan
menjadi dua kabupaten baru lainnya yang terdiri atas Kabupaten Nunukan dan
Kabupaten Malinau.

Pemekaran kabupaten ini secara hukum diatur dalam Undang-undang Nomor
47 tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4
Oktober 1999.

2. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara,
dengan luas wilayah sebesar 14. 247. 50 km2 dan memiliki jumlah penduduk 162.
711 jiwa (sumber hasil sensus penduduk tahun 2013). Kabupaten ini memiliki 10

sungai dan 29 pulau. Sungai terpanjang adalah Sungai Sembakung dengan
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panjang 278 km adapun sungai terpendek di kabupaten ini ialah Sungai Tabur
dengan panjang 30 km.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Nunukan terletak di wilayah
paling Utara Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu
Malaysia, tepatnya pada posisi 3° 30’ 00” — 4° 24’ 55’ Lintang Utara dan 115°
22’30’ — 118° 44’55’ Bujur Timur. Dimana secara administratif Nunukan
memiliki batas—batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara dengan Negara Malaysia Timur (Sabah).

b. Sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau,

serta,

d. Sebelah barat dengan Negara Malaysia Timur

(Serawak).

Dilihat dari letak geografis tersebut, Nunukan memiliki lokasi strategis dan
menguntungkan, karena memiliki kondisi wilayah yang berbatasan langsung
dengan Sabah, Malaysia Timur sehingga menjadi jalur transportasi laut orang dan
barang antar dua negara.

Berdasarkan sumber data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
2016 bahwa Kabupaten Nunukan memiliki beberapa pelabuhan dan dermaga
rakyat sebagai berikut:

a. Pelabuhan Nunukan yang dikelola oleh PT Pelindo cabang Nunukan

b. Pelabuhan Penyeberangan Pery Sei Jepun dikelolah oleh Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan
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Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung yang dikelola Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan
Pelabuhan Pery penyeberangan di Kecamatan Sebatik dikelolah Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan
Pelabuhan Pery penyeberangan di Kecamatan Seimenggaris dikelolah
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan
Pelabuhan sungai dan danau di Kecamatan Sebuku dikelola Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan

Dermaga Sembakung di Kecamatan Sembakung

Dermaga Lumbis di Kecamatan Lumbis

Dermaga Inhutani di Kecamatan Nunukan

Dermaga Mentikas di Kecamatan Sebatik.

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Adapun  deskripsi  objek  penelitian  yaitu di Kantor Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mengumpulkan beberapa

data di Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Dinas Perhubungan Kabupaten

Nunukan.

a. Tugas pokok Dinas Perhubungan

atas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 tahun 2008 tentang

Pembentukkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
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Kabupaten Nunukan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan
informatika berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Diskominfo Kabupaten
Nunukan mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan
rencana strategik (renstra) yang ditetapkan Pemerintah Daerah
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang
perhubungan
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis bidang perhubungan darat
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis bidang perhubungan laut
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis bidang perhubungan udara, komunikasi dan informatika
6. Pembinaan penyelenggaraan urusan Kesektariatan Dinas
7. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
9. Pelaksanaan tugas baru yang diberikan oleh Bupati berdasarkan

dengan bidang tugas dan fungsinya
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b. Visi dan misi Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Dinas Perhubungan

Kabupaten Nunukan

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yaitu “Mewujudkan

Kabupaten Nunukan sebagai centra transit dan jasa” Adapun Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Nunukan yaitu sebagai berikut:

1.

2.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas
Pelayanan publik yang prima
Sistem serta sarana dan prasarana perhubungan bidang darat, laut dan

udara serta infokom

. Regulasi kemandirian serta moda transportasi

Kemitraan stakeholder, pemerintah dan swasta

. Sosialisasi demi mensinkronisasikan antara program strategis Dinas

Perhubungan dengan kultur masyarakat.

2. Peran dan Fungsi Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut

a. Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun

2009 tentang Kepelabuhanan, pada pasal 4 menjelaskan bahwa pelabuhan

memiliki peran sebagai berikut:

1.

2.

w

4.

o

simpul jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya

pintu gerbang kegiatan perekonomian

. tempat kegiatan alih moda transportasi

penunjang kegiatan industri atau perdagangan

tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang dan,
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6. mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan Negara.
b. Fungsi Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
Berdasarkan konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun

2008 tentang Standarisasi, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas Antar

Negara menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi pelabuhan pos lintas batas

internasional yaitu sebagai fungsi keimigrasian, kepabeanan, karantina,

keamanan, dan fungsi lain yang diperuntukkan sebagai pelabuhan lintas batas

Internasional Nunukan — Tawau Sabah Malaysia untuk memberikan pelayanan

Lokal, Domestik, dan Internasional. Sebagaimana hasil dari kesepakatan sosek

malindo untuk mengatur arus keluar masuk penumpang dan barang serta

untuk mendeteksi kegiatan yang terjadi dikedua negara tersebut.
B. Pengelolaan Pos Lintas Batas Laut di Kabupaten Nunukan.

Pada subjudul ini, peneliti akan mendeskripsikan data-data dari hasil
penelitian yang berhasil dikumpulkan melalui proses wawancara dilapangan.
Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang dianggap sangat
berkompeten untuk memberikan informasi terkait Pengelolaan Pos Lintas Batas
Laut di Kabupaten Nunukan. Adapun data primer yang telah dikumpul ini akan
disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.

1. Perencanaan

Pengembangan Kawasan Perbatasan sebenarnya sudah dijadikan sebagai
program prioritas Pemerintah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25
tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang merupakan penjabaran

dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999. Dalam Propenas dinyatakan
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bahwa program pengembangan wilayah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi
wilayah perbatasan, serta untuk memantapkan keamanan di wilayah perbatasan.
Hal ini didukung oleh pernyataan informan kepala pokja perencanaan yang
menyatakan bahwa:

(13

sebenarnya pembangunan Pos lintas batas laut ini merupakan hasil dari
rekomendasi forum sosek malindo yang dimana pemerintah diharuskan
menyediakan sarana terminal dan pelabuhan khusus angkutan penumpang lintas
batas, untuk melayani arus lalu lintas angkutan orang dan barang antar negara.
Pembangunan dan pengelolaan PLBL ini juga diharapkan berdampak pada
produktivitas perdagangan, aspek keselamatan, keamanan, serta kesejahteraan.
Tentu hal ini akan berdampak positif bagi kemandirian daerah dan masyarakat
Kabupaten Nunukan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat daerah
perbatasan. Atas dasar paradigma itu, PLBL Liem Hie Djung dijadikan sebagai
Terminal Penyeberangan Internasional yang secara khusus melayani
penyeberangan lintas batas antar Negara (Indonesia-Nunukan dengan Malaysia-
Tawau) namun juga difungsikan sebagai pelabuhan yang melayani keberangkatan
lokal dan regional”.

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwa PLBL ini
berfungsi sebagai pintu gerbang yang mengatur dan melayani arus lalu lintas
angkutan orang dan barang antar Malaysia-Indonesia sekaligus untuk mendeteksi
kegiatan yang terjadi di dua Negara tersebut.

Dalam perencanaan pengelolaan PLBL itu sendiri memiliki proses yang
sangat panjang dan dalam perencanaan ini terdapat 4 poin penting yang akan
diulas terdiri atas:

a. Penentuan Lokasi pembangunan PLBL

Dalam penentuan lokasi pembangunan PLBL itu sendiri melalui proses rapat

yang sangat panjang. Rapat tersebut membahas perihal kerjasama dan

merencanakan pembangunan PLBL. Penentuan pembangunan lokasi PLBL ini
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mulai diagendakan dan dimulai pada tanggal 11 September tahun 1996 hingga
diadakan pertemuan kesepuluh yang dilaksanakan di Kota Balikpapan pada
tanggal 21 Juli 2005,. Hasil pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa tim
delegasi Malaysia dan Indonesia akan mengadakan kunjungan ke Kabupaten
Nunukan guna untuk meninjau pembangunan sekaligus menetapkan bahwa daerah
Liem Hie Djung dijadikan sebagai lokasi pembangunan PLBL untuk Indonesia di
Nunukan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan informan Kepala Seksi Kepelabuhanan yang
menyatakan bahwa:
“Perencanaan PLBL ini memiliki tahapan-tahapan yang sangat panjang. Terutama
dalam penentuan lokasi pembangunan PLBL. Untuk penentuan lokasi
pembangunan PLBL ini dilakukan pertemuan yang dilakukan antar 2 negara pada
tahun 1996 hingga tahun 2005. Dari hasil pertemuan inilah menghasilkan
kesepakatan bahwa di Kabupaten Nunukan lah akan dilakukan pembangunan
PLBL untuk melayani lintas batas antar negara”.
Kemudian diperkuat oleh pernyataan pokja perencanaan dan pembangunan yang
menyatakan bahwa:
“ Berdasarkan hasil rekomendasi sosek malindo bahwa digaris perbatasan antara
Indonesia —Malaysia hendaknya dibangun PLBL. Oleh sebab itu diadakannya
pertemuan-pertemuan yang dilakukan antar 2 negara untuk membahas
perencanaan yang akan dilakukan sekaligus penentuan lokasi PLBL. Dari
pertemuan yang telah dilakukan ini menghasilkan bahwa untuk Indonesia
pembangunan PLBL dilaksanakan di kabupaten Nunukan”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Nunukan dijadikan
sebagai lokasi pembangunan PLBL untuk melayani lintas batas antar Negara ini

memiliki proses yang cukup panjang. Dimana proses ini dimulai pada tahun 1996

hingga pada tahun 2005. Adapun untuk melihat secara rinci mengenai kronologis
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perencanaan lokasi pembangunan Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten
Nunukan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 september 1996, diadakan pertemuan pertama, rapat
tersebut dilaksanakan di Negeri Sabah Malaysia. Dari rapat tersebut
menghasilkan kesepakatan bahwa Pos Lintas Batas Laut terletak di Sungai
Pancang untuk Indonesia (Nunukan) dan di Wallace Bay untuk Tawau
Sabah Malaysia.

2. Pada tanggal 18 September 1997, diadakan pertemuan kedua yang
dilaksanakan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

3. Pada tanggal 3 hingga 4 September 1998, diadakan pertemuan ketiga
dilaksanakan di Kota Kinabalu Malaysia.

4. Pada tanggal 6 Agustus 1998, diadakan pertemuan keempat yang kembali
dilaksanakan di Kota Balikpapan.

5. Pada tanggal 25 hingga 26 Juli, diadakan pertemuan kelima dilaksanakan
di Kota Kinabalu Malaysia, hasil pertemuan tersebut menghasilkan
kesepakatan mengenai lokasi pembangunan PLBL bahwa, Lokasi PLBL
ini masih sama tetap mengacu pada hasil pertemuan pertama.

6. Pada tanggal 30 Juli 2001, diadakan pertemuan keenam yang dilaksanakan
di Kota Balikpapan. Dari hasil pertemuan tersebut terjadi perubahan lokasi
pembangunan Pos Lintas Batas Laut, untuk Indonesia berada di Sungai
Bambangan dan untuk Malaysia tetap berada di Wallace Bay.

7. pada tanggal 23 hingga 24 Juli 2002, diadakan pertemuan ketujuh yang

dilaksanakan di Kota Sandakan Malaysia.
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8. pada tanggal 6 Agustus 2003, diadakan pertemuan kedelapan yang
dilaksanakan di Kota Surabaya Jawa Timur. Hasil pertemuan tersebut
tetap mengacu pada pertemuan sebelumnya.

9. Pada tanggal 5 hingga 6 Agustus 2004, diadakan pertemuan Kesembilan
yang dilaksanakan di Kota Surabaya. Hasil pertemuan tersebut terjadi
perubahan lokasi pembangunan pos lintas batas laut di Wallace Bay,
Malaysia pindah ke Sungai Iman, Pasir Putih.

10. Pada tanggal 21 Juli 2005, diadakan pertemuan kesepuluh yang
dilaksanakan di Kota Balikpapan. Hasil pertemuan ini menghasilkan
kesepakatan bahwa tim delegasi Malaysia dan Indonesia akan mengadakan
kunjungan ke Kabupaten Nunukan guna meninjau pembangunan lokasi
Pelabuhan Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan.

Setelah penentuan lokasi pembangunan PLBL telah dilakukan kemudian
PLBL ini mulai dibangun yang mana pembangunan ini bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mengumpulkan beberapa
sumber informasi data anggaran pembangunan dan perbaikan pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung ini terbagi atas 2 tahapan melalui melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah APBD, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh informan
pokja perencanaan yang menyatakan bahwa:

“Anggaran PLBL ini berasal dari APBD, dimana dalam penganggaran ini terbagi
2 tahap. Tahap anggaran yang pertama diperuntukkan untuk pembangunan PLBL
secara teknis, mulai dari pembuatan jembatan, pembuatan ponton hingga

pembangunan gedung operasional. Kemudian tahap kedua ini diperuntukkan
untuk perbaikan PLBL”.



45

Adapun tahapan anggaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tahapan pertama sebagai berikut:

a.

Tahap pertama, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 1l (APBD)
tahun 2003 untuk pengadaan spun pile diameter 40 cm untuk jembatan
(trestle dan tiang pancang beton bulat (spun pile) diameter 50 cm untuk
dermaga oleh PT. Adhi Karya dengan nilai sebesar 2.8 Milyar.

Tahap kedua, melalui APBD Il tahun 2003 dari alokasi Anggaran Belanja
Tambahan (ABT) untuk pengadaan spun pile diameter 40 cm untuk
jembatan (trestle) dan spun pile diameter 50 cm untuk dermaga oleh PT.
Adhi Karya dengan nilai sebesar 3.8 Milyar.

Tahap ketiga melalui APBD 11 tahun 2004 dilakukan pembangunan trestle
sepanjang 53.25 m dengan lebar 10 m serta pemancangan untuk dermaga
sebanyak 88 titik oleh PT. Adhi Karya dengan nilai sebesar 3.8 Milyar.
Selanjutnya pada tahap keempat melalui APBD Il tahun 2005 dilakukan
untuk kegiatan upper struktur pada dermaga dengan panjang 105,60 meter
dan lebar 11,50 meter oleh PT. Adhi Karya dengan nilai sebesar 2.8 Milyar.
Tahap | tahun 2005 APBD | dilakukan pembangunan trestle sebanyak tiga
unit, pembangunan jembatan fleksibel dua unit, dan pembuatan ponton dua
unit oleh PT. Adhi Karya dengan nilai sebesar 5.7 Milyar.

Tahap 1l tahun 2006 melalui APBD | dilakukan pembangunan jembatan
fleksibel satu unit dan pembangunan ponton 1 unit oleh PT. Adhi Karya

dengan nilai sebesar 2.424 Mlyar
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g. Tahap Il tahun 2006 APBD 1 (Anggaran Belanja Tahunan) dilakukan
lanjutan pembuatan jembatan fleksibel satu unit dan pembuatan ponton satu
unit oleh PT. Adhi Karya dengan nilai sebesar 1,161 Milyar.

h. Tahap IV tahun 2007 APBD I didirikan bangunan diatas dermaga oleh PT.
Palem dengan nilai sebesar 3,3 Milyar.

i. Tahap V tahun 2008 APBD I dilakukan pembangunan Gedung Operasional
oleh PT. Dharma Perdana Muda dengan nilai sebesar 15.9 Milyar.

Dari rincian diatas Total anggaran APBD I senilai 28.6 Milyar
2. Tahap kedua yaitu anggaran untuk perbaikan dermaga PLBL Liem Hie Djung

Kabupaten Nunukan ialah sebagai berikut:

a) Anggaran Pemerintah Pusat melalui anggaran Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (BNPP berjumlah sebesar 6.197.497.000 Milyar

b) Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 9.000.000.000 Milyar
b. Pelaksana kegiatan pengelolaan PLBL

Berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor:
032/7786/BP-11/V111/2011 tentang Pinjam Pakai PLBL Liem Hie Djung bahwa
Pemerintah Provinsi menyerahkan dan meresmikan PLBL untuk dikelola secara
optimal oleh Pemerintah Daerah. Kemudian Berdasarkan Keputusan Bupati
Nomor 54 tahun 2013 bahwa Pengelolaan PLBL ini dikelola langsung oleh Dinas
Perhubungan Pada Unit Pelaksana Teknis PLBL Liem Hie Djung Kabupaten

Nunukan.
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Hal ini sejalan dengan pernyataan informan Kepala Seksi Kepelabuhanan yang
menyatakan bahwa:

“setelah pembangunan PLBL ini dilakukan selanjutnya Pemerintah Daerah
membentuk tim fasilitator operasional dermaga yang dimana berdasarkan surat
keputusan bupati tahun 2013 bahwa pengelolaan PLBL dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan tepatnya pada UPT PLBL. Jadi berdasarkan Keputusan Bupati
tersebut sehingga segala kegiatan yang berlangsung dalam PLBL merupakan
bagian dari tanggung jawab UPT sebagai pelaksana pengelolaan PLBL. .

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pokja Perencanaan dan Pembangunan yang
menyatakan bahwa:

“ PLBL ini merupakan asset provinsi yang diserahkan ke Pemerintah Daerah
untuk dikelola secara optimal. Jadi status PLBL ini pinjam pakai. Jadi segala
perbaikan yang ada di PLBL ini merupakan tanggung jawab dari Pemerintah
Daerah sebagai pihak yang menyanggupi pengelolaan PLBL ini. Kemudian
Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana teknis PLBL yang merupakan
bagian dari Dinas Perhubungan. Untuk menjadi penanggung jawab dalam
pengelolaan PLBL itu sendiri”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa PLBL ini merupakan
aset provinsi yang diberikan pada Pemerintah Daerah dengan status pengelolaan
pinjam pakai. Oleb sebab itu Pemerintah Daerah sebagai penyanggup pengelolaan
PLBL ini menetapkan bahwa pengelolaan PLBL ini akan dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan tepatnya pada Unit Pelaksana Teknis PLBL. Sehingga segala bentuk
pengelolaan kegiatan operasional dalam PLBL merupakan bagian dari tanggung
jawab UPT PLBL.

PLBL ini mulai diresmikan sebagai PLBL Internasional yang mengatur dan
melayani lintas batas antar Negara Nunukan-Tawau pada tahun 2010. Jadi, sejak

tahun 2010 PLBL Liem Hie Djung ini telah ditetapkan sebagai Pelabuhan

Internasional Peresmian ini dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur (H.
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Awang Faroek Ishak). Untuk mengetahui peresmian PLBL dapat dilihat

berdasarkan gambar dibawah ini:

POS LINTAS BATAS LAUT INTERNAS
LIEM HIE DJUNG NUNUKAN

PADA TANGGAL, MEI 2010
DIRESMIKAN OLEH :

_GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

H. AWANG FAROEK ISHAK .

Gambar. 4.1 Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung di Resmikan
Gubernur Kalimantan Timur

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung
c. Proses Pengelolaan PLBL yang dilakukan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
dikatakan bahwa fungsi keimigrasian disepanjang garis perbatasan dilaksanakan
di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu pelabuhan, bandara, pos lintas batas,
atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
Kemudian Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
18 tahun 2007 tentang Standarisasi sarana prasarana dan pelayanan lintas batas
antar Negara, pada pasa 1 ayat (2) dijelaskan bahwa disetiap tempat keluar atau
masuk wilayah Negara dibangun pos lintas batas tradisional atau pos lintas batas

internasional.
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Berdasarkan peraturan diatas dijelaskan bahwa digaris perbatasan hendaknya
dibangun pos lintas batas baik itu pos lintas batas tradisional maupun pos lintas
batas Internasional. kemudian di Pos lintas batas inilah dilaksanakan fungsi-
fungsi keimigrasian di PLBL. Oleh sebab itu dalam Pengelolaan PLBL Liem Hie
Djung diharuskan adanya pelaksanaan fungsi keimigrasian yang dilakukan.
Dalam PLBL itu sendiri terdapat beberapa instansi Pemerintah yang ikut terlibat
dalam membantu dan mendukung kelancaran. Salah satunya adalah imigrasi.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan informan pokja operasional dan
pengawasan yang menyatakan bahwa:

“ada beberapa instansi tekait yang mendukung dalam pengelolaan PLBL salah
satunya Imigrasi. Kantor imigrasi ini dilantai 2. Hanya memang belum terlalu
berfungsi hal ini dikarenakan pelayanan Internasional Nunukan- Tawau yang
masih terhambat hingga saat ini”.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan kepala UPT yang menyatakan bahwa:

“ di PLBL Liem Hie Djung ini ada beberapa instansi Pemerintah yang turut
membantu salah satuya adalah imigrasi”.

Berdasarkan pernyataan diatas dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti di
Lapangan bahwa, di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung tersebut ada beberapa
instansi pemerintah yang turut serta membantu dalam menciptakan kelancaran dan
kemanan bagi pelintas batas salah satunya adalah imigrasi. jadi imigrasi ini akan
difungsikan secara optimal apabila pelayanan lintas batas internasional telah
difungsikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2007 pada pasal 7 ayat (1)
dikatakan bahwa Pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional dilakukan oleh

Gubernur, dan Gubernur menunjuk Pejabat Pemerintah Provinsi sebagai
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administrator Pos Lintas Batas Internasional. Mengacu pada aturan ini bahwa
memang Pengelolaan Pos lintas batas laut internasional dilaksanakan oleh
Gubernur Kalimantan Timur. Hanya saja Pemerintah Provinsi memberikan
kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk mengelola PLBL dengan status
Pengelolaan Pinjam pakai.

Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh informan pokja perencanaan
dan pembangunan yang menyatakan bahwa:

“PLBL ini merupakan asset provinsi Kalimantan timur yang diserahkan ke
Pemerintah Daerah dengan status pengelolaan pinjam pakai. Oleh sebab itu
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan bersedia untuk merealisasikan,
menyediakan peralatan pendukung, serta alokasi perawatan dan pemeliharaan
asset PLBL ini”.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Pokja Operasional yang mengemukakan
bahwa:

“PLBL ini dibangun berdasarkan Rekomendasi dari sosek malindo Kemudian
Pelabuhan PLBL ini dibangun pada tahun 2009 dan dioperasikan sekaligus di
resmikan pada tahun 2010 oleh Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek
Ishak) untuk dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi sebagai kegiatan
lintas pelayaran lokal, regional dan kegiatan pelayaran internasional.
Pengoperasian PLBL Liem Hie Djung ini Berdasarkan Surat Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur bahwa pengelolaan PLBL ini diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten Nunukan. Status Pengelolaan yang diberikan ialah sebagai Pinjam
Pakai”.

Kemudian diperkuat oleh pernyataan kepala UPT yang menyatakan bahwa:
“ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan asset PLBL ke Pemerintah
Daerah pada tahun 2010 dalam bentuk perjanjian pinjam pakai. Oleh sebab itu
segala kerusakan fasilitas PLBL, perawatan dan pemeliharaan Aset PLBL itu
merupakan tanggung jawab dari pemerintah Daerah sebagai pihak yang
menyanggupi untuk mengelola PLBL ini.”

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa Pemerintah Daerah sebagai pihak

penyanggup dalam pengelolaan PLBL Liem Hie Djung ini diharapkan dapat
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merealisasikan sekaligus menyediakan fasilitas peralatan pendukung dengan
sarana dan prasarana secara lengkap dan memadai dengan pemeriksaan pelayanan
lintas batas secara lengkap seperti karantina, imigrasi, bea cukai dan kemanan.
Penyediaan sarana prasarana yang lengkap ini diharapkan dapat meningkatkan
kemanan dan meminimalisir terjadinya kejahatan lintas batas seperti
penyelundupan minuman keras, obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Selain
menyediakan sarana dan prasarana, segala kerusakan maupun perbaikan
merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai Pihak yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan PLBL..

Hal ini sejalan dengan pernyataan informan pokja perencanaan yang menyatakan
bahwa:

“sebetulnya ini pelabuhan memang diperuntukkan untuk internasional dan sudah
menjadi pelabuhan Intenasional. Kenapa pelayanan internasional belum bisa
berjalan itu dikarenakan persoalan izin standar kapal yang dimana izin kapal saat
ini hanya sampai GT 35. Kalau sarana prasarana di PLBL ini diperuntukkan untuk
pelayanan Internasioanal. sehingga pelabuhan ini dilengkapi Karantina, Imigrasi,
kemanan Bea Cukai (CIQS), dan adanya X-Ray untuk meningkatkan pengawasan
keamanan agar dapat meminimalisir tindak kejahatan seperti pengedaran obat-
obatan terlarang dan lain sebagainya”.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan informan Pokja Operasional dan
pengawasan bahwa:

“Perencanaan Pengelolaan Pos Lintas batas laut ini sebenarnya diperuntukkan
untuk Pelayaran Internasional dan sebenarnya pelabuhan ini sudah dapat
dikatakan pelabuhan internasional. Awal mulanya pelabuhan ini dibuka oleh pak
robi (kepala Dinas Perhubungan) ia menyatakan bahwa daripada pelabuhan ini
belum difungsikan alangkah baiknya dibuka untuk pelayaran lokal antar
kecamatan kemudian disusul Pelayaran regional antar kabupaten atau kota.
Namun kalau mengacu pada izin yang diberikan PLBL ini memang dibangun

untuk Pelayaran Internasional”

Kemudian diperkuat oleh pernyataan kepala UPT yang menyatakan bahwa:
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“PLBL Liem Hie DJung ini memang diperuntukkan untuk pelayanan lintas batas
internasional sehingga sarana dan prasarana yang tersedia harus lengkap dan
terpadu serta harus dilengkapi CIQS, Xray, dan lain sebagainya. Jadi, ketika
pelayanan Internasional sudah berjalan maka fungsi-fungsi keimigrasian,
karantina dan xray mulai difungsikan”.

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara diatas dan berdasarkan hasil
observasi di Lapangan bahwa, dilihat dari segi sarana prasarana bahwa PLBL liem
Hie Djung ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2007 bahwa
dalam pengelolaan PLBL harus didukung dengan standarisasi sarana dan
prasarana secara lengkap dan terpadu untuk meningkatkan kelancaran dan
kemanan. Berdasarkan tujuan awal bahwa PLBL Liem Hie Djung ini difungsikan
sebagai pelayanan lintas batas antar Negara Nunukan- Tawau dengan
pemerikasaan Pelayanan lintas batas secara lengkap seperti: CIQS, Xray, pihak
kemanan dan lain-lain. oleh sebab itu berdasarkan ketersediaan sarana dan
prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dapat dilihat bahwa PLBL ini
telah siap dalam memberikan Pelayanan Lintas Batas Internasional karena telah
didukung pemeriksaan pelayanan secara lengkap dan terpadu.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan (sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung
Kabupaten Nunukan, tahun 2018), peneliti mengumpulkan beberapa data
prasarana dan sarana pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung Kabupaten
Nunukan sebagai berikut:

1. Prasarana Pelabuhan Pos Liem Hie Djung terdiri atas:

a. Dermaga terapung sebanyak 3 unit dengan ukuran 12 x 10 m

b. Jembatan penghubungan dermaga kontruksi beton sebanyak 1 unit

dengan ukuran 53,25 x 10 m
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jembatan fleksibel sebanyak 3 unit dengan ukuran 17,5x 4 m
Bangunan gedung operasional yaitu: ruang perkantoran, terminal
penumpang dan ruang utilities seluas 2.300 m2.

Lapangan parkir atau jalan masuk seluas 2.450 m2

Gedung mesin genset seluas 96 m2

Ruang tunggu domestik

Kedatangan internasional (International Arrival)

Bangunan pos jaga

Ruangan klinik

Taman Bacaan Masyarakat

Kantin

2. Sarana pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Kabupaten

Nunukan dapat dilihat sebagai berikut:

a.

b.

g.

Tempat duduk sebanyak 20 set (1 set = 5 kursi)
Mesin genset 500 Kva sebanyak 1 unit

Tabung PMK berjumlah 9 buah

Mesin X-Ray sebanyak 2 unit

Ac berdiri sebanyak 10 unit

Televisi sebanyak 3 unit

Kursi Roda sebanyak 2 unit

Adapun instansi pemerintah yang ikut serta dalam membantu dan mendukung

kelancaran dalam kegiatan operasional di Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dapat

dilihat sebagai berikut:
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1. UPT PLBL Liem Hie Djung

2. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kabupaten Nunukan

3. Bea Cukai

4. Imigrasi

5. Karantina

6. Kepolisian

7. Search And Rescue (SAR)
d. Pentingnya pengelolaan PLBL dilakukan

Nunukan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga

Malaysia sehingga di kabupaten ini dijadikan jalur transportasi laut baik orang
maupun barang antar dua negara. Oleh sebab itu sehingga pengelolaan PLBL
secara optimal itu sangat dibutuhkan. Apalagi wilayah perbatasan bisa menjadi
aset berharga salah satunya untuk meningkatkan perekonomian apabila kawasan
perbatasan ini dikelola dan ditangani secara optimal. Namun sebaliknya akan
menjadi ancaman tersendiri terutama dari segi keamanan apabila wilayah
perbatasan ini tidak dikelola secara optimal.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan informan Kkepala seksi
kepelabuhanan dan penunjang keselamatan pelayaran yang menyatakan bahwa:
“PLBL ini penting untuk dikelola karena kawasan perbatasan itu bisa menjadi aset
yang menguntungkan jika dikelola dengan baik dan diharapakan dengan adanya
PLBL dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Bukan hanya
itu, pengoperasian PLBL ini mendapat dukungan berbagai pihak salah satunya
dari Presiden Rl (Joko Widodo) yang dimana beliau berkunjung di PLBL Liem
Hie Djung pada tanggal 16 Desember 2014 dimana kunjungan ini dilakukan
dengan tujuan untuk mempercepat pengoperasian PLBL sebagai Lintas Batas

Internasional Nunukan-Tawau”.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan kepala UPT yang menyatakan bahwa:
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“pengelolaan PLBL sangat diperlukan karena akan berdampak pada peningkatan
perekonomian terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perbatasan. Dengan adanya pengelolaan PLBL ini juga diharapkan mampu
menciptakan arus keluar masuk penumpang yang lebih teratur, meningkatkan
kemanan bangsa, serta meminimalisir tindak kejahatan seperti pengedaran sabu-
sabu dan minuman keras”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaaan itu
sangat penting untuk dilakukan. Pengelolaan yang efektif akan berpengaruh pada
pelayanan yang efektif pula. Maksudnya ketika pengelolaan PLBL ini telah
berjalan dengan optimal akan berdampak pada peningkatan pelayanan yang akan
diberikan, arus keluar masuk penumpang maupun barang menjadi lebih teratur,
dan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan lintas batas seperti penyelundupan
minuman keras dan obat-obatan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perbatasan dan yang paling penting pelayanan lintas batas
Internasional dapat difungsikan sebagaimana fungsinya.

2. Pengorganisasian

Pengorganisian merupakan proses kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan
struktur organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dalam pengorganisian yang dilakukan di PLBL Liem Hie Djung ini
peneliti menekankan pada struktur organisasi UPT PLBL, serta pembagian tugas
yang dilakukan guna untuk mencapai tujuan organisasi.

a. Struktur Organisasi UPT PLBL Liem Hie Djung
Struktur organisasi sangat penting bagi suatu organisasi karena dengan adanya

struktur organisasi pembagian tugas dan wewenang menjadi lebih jelas serta tiap

pegawai dapat memanfaatkan semua kemampuan yang dimiliki untuk mencapai



56

tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah di tetapkan. Adapun struktur

organisasi di UPT PLBL dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPT PLBL Liem Hie Djung
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Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung

Berdasarkan struktur organisasi dapat dilihat bahwa struktur organisasi di

PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan terdiri atas Kepala UPT, kemudian

kasubag TU yang terbagi atas 3 yaitu: Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan,

selanjutnya ada 3 program kerja yaitu 1) Pokja Perencanaan dan pembangunan,

2) Pokja usaha kepelabuhanan dan 3) pokja operasional dan pengawasan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan informan kasubag TU yang

menyatakan bahwa:

“ struktur organisasi dalam PLBL terdiri atas, kepala UPT (pak hasbul) kasubag
TU, dan ada 3 pokja yaitu pokja perencanaan, pokja operasional, dan pokja

kepelabuhanan”.
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Adapun data kepegawaian baik data pegawai negeri sipil dan honorer dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Data Pegawai Negeri Sipil UPT PLBL

No | Nama Jabatan

1 Hasbul Azis, S. Si. T Kepala UPT
NIP. 19780218.2006.04.1.009

2 Alexander. A. Md Kasubag TU
NIP. 19721210.200604.1.013

3 Kamaruddin A.Md Pokja Operasional dan
NIP. 19700302.200701.1.029 Pengawasan

4 Mulyadi Muchtar, Se Pokja Perencanaan dan
NIP. 19790418.200902.1.001 Pembangunan

5 Syabhril Koordinator Cleaning
NIP. 19830720.201212.1.004 Service

6 Anzar Musafar Amin, A.Md Danru
NIP19760811.201001.1.006

7 Muhammad Said Alwi A.Md Danru
NIP. 19790714.201001.1.007

8 Robert Toya Danru
NIP. 1920318.200604.1.005

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung

Tabel 4.2 Data Pegawai Honorer UPT PLBL

. HOMORER PORTIR
STAF TU 1| ASKAR
1 | VEMMNY JAURMNY BA 2 | FERDY
! 3 | MUHAMMAD YANI
2 | SINTA PURWASIH, 5P 7 YUSRAN
3 | MUHAMMAD HAIRUDDIN PENJAGA MALAM
a4 HARI SUBIANTS
f ! 1. [ UDIN
| INFORMASI CLEANING SERVICE
1 | IMAMSARI EKA SAFITRI 1 SEBASTIANUS YUSTINUS STANLY 1Bl
2 | FINCE PAULINA 2 | JULANA WUA
RETRIBUSI 3 KEWA
[ 1 4 | KLARA NEBO BOTUN
1 [ LILIS SUGIANTI T LUSIA BULD BEDA
2 | NIKO MARTINUS 6 | MARTHA TADA LEREK
SHIFT 1({ SATU ) 7 | PETRONELA MAING
1 | MARTHINUS TAMBING,SE 8 | SARLOTA PAULUS
7 | sSAINUDDNMN 9 | YOHANES SABON LIAN
3 | FIRDAUS MOTORIS & ABK
4 | FARHAN 1 | AMRANSYAH
5 | MASKUR 2 | ASRIADI AMPO
{ 3 | MUHAMMAD YUNUS
G SANGEAMN BLAMA
= T =TT 4 | MUHAMMAD AKBAR

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung
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b. Pembagian Tugas

Pembagian tugas yang dilakukan di PLBL ini sudah diatur berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2013 tentang Pembentukkan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Lintas Batas Laut
Liem Hie Djung pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Hal ini diperkuat
oleh pernyataan pokja Operasional dan pengawasan yang menyatakan bahwa:
“Tugas dan fungsi PLBL ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati tahun 2013
yang dimana struktur organisasi tesebut dimulai dari kepala UPT, kepala Sub
Bagian Tata Usaha, kemudian ada program kerja yang terbagi atas 3 yaitu pokja
pengorganisasian,perencanaan, dan Kepelabuhanan”.

Pengorganisasian ini merupakan suatu cara yang dilakukan dalam kegiatan

organisasi, dimana seorang pemimpin harus mampu mengkordinasikan sumber
daya dan sumber dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan
organisasi secara efektif dan efisien. Pembagian kerja yang dilakukan tidak asal-
asalan melainkan harus sesuai dengan kemampuan pegawai. Hal ini senada
dengan pernyataan informan kepala upt yang menyatakan bahwa:
“segala bentuk kegiatan yang dilakukan ini semata-mata untuk mengusahakan dan
mengendalikan pelayanan kepelabuhanan di PLBL. Pembagian tugas yang
dilakukan juga bukan asal-asalan tapi disesuaikan dengan kemampuan-
kemampuan yang dimiliki pegawai. Namun sementara ini kami mengusulkan
untuk perampingan struktur. Karena bisa dilihat saat ini jumlah pegawai honorer
sangat banyak. Bisa dikatakan lebih banyak pegawai dibandingkan dengan
pekerjaan. Hal ini kalo dibiarkan terus menerus akan menyebabkan penurunan
kinerja yang mengakibatkan banyak pegawai yang tidak produktif.

perencanaaan perampingan struktur ini diperkuat oleh pernyataan informan

kasubag TU yang menyatakan bahwa:

“ struktur organisasi yang ada saat ini sangat luas sehingga terjadi kesenjangan
antara jumlah pegawai dengan pekerjaan ada jabatan tetapi tidak ada pekerjaan.
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Oleh sebab itu pihak UPT PLBL Liem Hie Djung ini mengajukan usulan
perampingan struktur kepada Bupati Nunukan sekiranya dapat di pertimbangkan.
Perampingan ini juga dilakukan agar setiap pekerjaan yang dilakukan harus
menghasilkan output yang kongkrit dan terukur secara kuantitatif serta
menggunakan metode kerja yang jelas dan pekerjaan yang dilakukan tidak boleh
berisi deskripsi yang bersifat agregat dari beberapa pekerjaan dengan hasil
beragam.atas dasar itulah sehingga diadakan usulan perampingan struktur di UPT
PLBL Liem Hie Djung”.

Pernyataan perampingan struktur ini didukung oleh pernyataan Pokja Operasional
dan Pengawasan yang menyatakan bahwa:

“memang ada usulan perampingan struktur, akan tetapi perampingan ini belum
mendapat izin atau SK dari bupati. Jadi, sampai saat ini masih menggunakan
struktur organisasi yang lama”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa memang ada usulan
perencanaan perampingan struktur. Tujuan dari perampingan struktur ini agar
jumlah pegawai seimbang dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Saat ini di
UPT PLBL dinilai lebih banyak pegawai dibandingan jenis pekerjaan apabila ini
dibiarkan secara terus menerus akan berdampak pada menurunya produktifitas
pegawai. Akan tetapi, dikarenakan usulan perampingan ini belum mendapat
persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan hingga saat ini UPT PLBL Liem
Hie Djung masih menggunakan struktur organisasi yang lama. Adapun struktur
organisasi yang lama terdiri atas kepala UPT, Kasubag TU, pokja perencanaan

dan pembangunan, pokja usaha kepelabuhan, dan pokja operasional dan

pengawasan.
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Adapun usulan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawabh ini:

Gambar. 4.3 Usulan Perampingan Struktur Organisasi
PLBL Liem Hie Djung
Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung
Berdasarkan Peraturan Bupati salah satu tugas dan fungsi Kepala UPT PLBL
Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan antara lain:

1. Tugas pokok adalah memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan
kapal dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan
prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan

2. Fungsi adalah pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan,
pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian jasa
kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 550/008/UPT.PLBL-NNK/I11/2018

tanggal 01 Maret 2018 bahwa ada pembagian tugas yang dilakukan mulai dari Pos

1 hingga penumpang naik di Speed Boat. Sehingga segala bentuk kegiatan yang
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dilakukan di UPT PLBL itu sendiri bukan pembagian tugas yang asal-asalan
melainkan telah sesuai dengan aturan serta jenis pekerjaan yang dilakukan
berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai.
Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan informan Kasubag TU yang
menyatakan bahwa:
“kegiatan yang dilakukan mulai dari pos 1 hingga penumpang tiba di dermaga ada
pembagian tugas yang dilakukan. untuk pokja operasional itu sendiri bertugas
untuk membantu pengawasan dan mendata segala kegiatan operasional
kepelabuhanan. Untuk penarikan retribusi ada petugas yang menjaga retribusi,
baik untuk retribusi tambat, penumpang serta pengantar, selanjutnya dari retribusi
yang diterima dibuatkan laporan dalam bentuk harian, bulanan dan tahunan.
Kemudian ada petugas yang berada di sumber informasi itu tugasnya untuk
memberikan informasi mengenai keberangkatan dan ketibaan kapal. Untuk
mengerahkan penumpang untuk menuju dermaga.

Untuk mengetahui uraian tugas yang dilakukan di PLBL dapat dilihat sebagai
berikut:

a. bertugas untuk membantu pengawasan di pintu masuk pelabuhan,

b. membantu pemungutan retribusi di pintu masuk pelabuhan, baik itu

retribusi parkir, penumpang, pengantar maupun tambat labuh kapal

c. mengatur kelancaran arus lalu lintas pintu masuk pelabuhan PLBL

d. membantu pengawasan embarkasi dan debarkasi di dermaga

e. membantu menjaga ketertiban dan keamanan di ruang tunggu kedatangan

penumpang baik itu lokal maupun regional
f.  memeriksa tiket dan boarding penumpang
g. melakukan pengawasan pada barang bawaan penumpang

h. mendata keberangkatan dan ketibaan spead boat

I. membantu proses keberangkatan kapal atau speed boat
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J. melakukan patroli keliling setiap 4 jam secara bergilir. Kegiatan ini
dilakukan mulai dari jam 18.00 hingga 06.00 wita.
k. Mengecek kelayakan sarana dan prasarana PLBL
I.  memeriksa dokumen-dokumen kapal seperti: Surat kecakapan Kapal dan
Sertifikat kapal

m. Memeriksa kapasitas penumpang

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa
segala bentuk pembagian tugas yang dilakukan di UPT PLBL Liem Hie Djung
ini telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Dan segala kegiatan yang
dilakukan mulai dari Pos 1 hingga ke Dermaga merupakan bagian dan tanggung
jawab UPT PLBL guna untuk menciptakan alur keluar masuk penumpang
maupun barang menjadi lebih teratur.
3. Penggerakkan

Untuk mewujudkan misi yang diperjuangkan oleh Pemerintah Kabupaten
Nunukan khususnya pada Dinas Perhubungan (DISHUB) vyaitu untuk
meningkatkan kualitas palayanan dan pengelolaan jasa Perhubungan yang handal,
berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang mampu mendukung pemulihan
perekonomian Nasional, khususnya dibidang perairan Angkutan Sungai Danau
dan Penyeberangan (ASDP) maka, UPT Pelabuhan atau Dermaga sebagai salah
satu simpul transportasi dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas serta kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pengguna jasa

pelabuhan atau dermaga.
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan kepala UPT yang menyatakan
bahwa:

“Sebagai Kepala UPT Liem Hie Djung terus terang untuk menggerakkan orang-
orang itu tidaklah mudah agak sulit untuk menyatukan visi, apalagi di UPT ini
kita memiliki pegawai yang cukup banyak. Akan tetapi, usaha-usaha untuk
meningkatkan kualitas kinerja pegawai tentu tetap kami lakukan. Misalnya
dengan memberikan pemahaman, arahan, serta bimbingan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan. “

Pengelolaan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan sangat penting
untuk diterapkan secara optimal terutama mengenai manajemen terhadap
kebijakan perbatasan Indonesia. Hal ini bertujuan agar pengelolaan wilayah
perbatasan bisa menjadi lebih efektif. Kerjasama yang bersinergis antara dinas
perhubungan dan pihak-pihak lain yang turut berperan dalam pengelolaan PLBL
harus terus dilakukan. Agar PLBL yang saat ini masih terhambat dalam pelayanan
Internasional bisa difungsikan sebagaimana mestinya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala UPT PLBL menyatakan bahwa:

“Pos Lintas Batas Laut Liem hie Djung merupakan salah satu simpul Transportasi
yang saat ini dijadikan sebagai tempat utama Perpindahan Barang dan penumpang
ke berbagai pulau yang ada di wilayah Kalimantan Utara dengan pelayanan
Penyeberangan menggunakan angkutan Penyeberangan speedboat dan Kapal
motor. Sejauh ini UPT PLBL Liem Hie Djung baru memberikan pelayanan lokal
dan regional saja, untuk pelayanan Internasional lintas batas masih belum
berjalan. Meskipun demikian, kami tetap mengusahakan agar kiranya pelayanan
lintas batas internasional Nunukan-Tawau dapat difungsikan secepatnya.
Sementara ini, kami mengusulkan perbaikan-perbaikan fisik yang dijadikan
wacana oleh Pemerintah Daerah. Jadi, kita masih menunggu keputusan. yang
perlu diingat bahwa aset PLBL ini merupakan aset Provinsi bukan aset Daerah
statusnya Pinjam pakai untuk dioperasionalkan oleh Pemerintah Kabupaten. Jadi
segala perawatan dan pemeliharaan Asset PLBL, penyediaan peralatan dan
perlengkapan operasional PLBL merupakan tanggung jawab dari Pemerintah
Kabupaten”.
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Adapun lokasi aktifitas lintas Penyeberangan dapat dilihat pada peta berikut

ini:
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LINTAS PENYEBRANGAN ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN

Gambar 4.4 Peta Lokasi Lintas Penyeberangan
Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung

Pada peta diatas dapat dilihat bahwa arah pengembangan pelayanan pelayaran
yang akan dating telah di rencanakan akan melayani lintas Penyeberangan
Nunukan — Tawau (Malaysia). Jarak tempuh pelayaran PLBL Liem Hie Djung
Nunukan - Tarakan 70 mill, PLBL Liem Hie Djung Nunukan —Tanjung Selor 109
mill , PLBL Liem Hie Djung Nunukan — pangkalan jauhari 32 mill, PLBL Liem
Hie Djung Nunukan — Sebuku 60 Mill. Armada Penyeberangan yang beroperasi
pada PLBL LIEM HIE DJUNG saat ini adalah armada Penyeberangan speed boat

dan kapal motor.
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Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti mendapatkan bahwa ada
beberapa data kegiatan operasional kepelabuhanan dan pelayaran di Pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan yaitu kegiatan operasional kapal baik
pelayaran lokal antar kecamatan maupun kegiatan regional antar kabupaten atau
kota.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan Pokja Operasional dan
Pengawasan yang menyatakan bahwa:

“kegiatan operasional kepelabuhanan dan pelayaran PLBL Liem Hie Djung saat
ini hanya melakukan kegiatan operasional dalam memberikan pelayanan lokal dan
regional. Untuk pelayaran regional kurang lebih 12 speadboat yang beroperasi
tujuan Tarakan dan Tanjung Selor dan untuk pelayaran lokal sangat banyak kapal
yang beroperasi. Kapal yang beroperasi ini juga masih sangat kurang. Apalagi
pada saat musim-musim penumpang. Sebenarnya kita sudah membicarakan pada
agen agar bisa menyediakan atau menambah armada untuk mengantisipasi musim
penumpang. Akan tetapi menyediakan armada tambahan itu sangat susah
membutuhkan dana yang cukup besar.

Hal senada juga diungkapkan informan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“biasanya kalau musim-musim mudik jumlah penumpang memang meningkat
jauh berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa palingan penumpang
hanya beberapa saja bahkan banyak kursi yang kosong. Tapi, pada saat liburan
arus mudik sangat tinggi bahkan terkadang speedboat yang ditumpangi melebihi
kapasitas. Saya mengalami kelebihan kapasitas penumpang Bahkan saya dan
beberapa penumpang lainnya pernah duduk diluar dikarenakan penumpang
melebihi kapasitas kapal. Namun, semenjak terjadinya insiden kapal tenggelam
hal ini sudah tidak pernah ditemui lagi. Bahkan dari segi keamanan juga lebih
diperhatikan. Seperti penumpang diwajibkan memakai pelampung, duduk sesuai
dengan nomor yang tercantum ditiket. Seharusnya untuk mengantisipasi arus
mudik agen baiknya menambah jumlah armada. Karena kalau musim penumpang
spead yang beroperasi tidak mencukupi sementara kita sebagai masyarakat sangat
membutuhkan. Kadang kita kan kejar jadwal pesawat ditarakan seandainya spead
ini bermasalah atau kelebihan penumpang otomatis keberangkatan jadi terhambat
bahkan bisa jadi ketinggalan pesawat. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya bisa
jadi bahan masukkan”.
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Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional
di PLBL ada dua yaitu pelayanan regional dan lokal. Pelayanan regional yaitu
memberikan pelayanan pelayaran antar kota atau kabupaten kurang lebih ada 12
kapal yang beroperasi, sementara pelayanan lokal memberikan pelayanan antar
kecamatan. Kapal atau Speed Boat yang beroperasi di PLBL Liem Hie Djung ini
dinilai masih kurang apalagi pada saat musim mudik jumlah armada yang tersedia
tidak seimbang dengan banyaknya penumpang yang ada. Apabila pada musim
mudik ini tidak bisa teratasi maka akan berdampak pada keterlambatan
keberangkatan, dan kelebihan kapasitas. Oleh sebab itu, perlu dilakukan antisipasi
pada musim mudik atau penumpang agar kapal yang beroperasi mampu
memberikan pelayanan pada seluruh lapisan masyarakat. Mengingat pada musim-
musim tertentu seperti; lebaran idul fitri, lebaran idul adha, imlek dan hari besar
lainnya arus keluar masuk penumpang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
hari-hari biasa.

Dilihat dari permasalahan diatas, diharapkan agar dari pihak agen sebaiknya
mampu menyiapkan speed tambahan untuk mengantisipasi terjadinya arus mudik
yang cukup besar dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanan dan
kenyamanan. Dengan adanya spead tambahan ini diharapkan mampu memberikan
pelayanan pelayaran pada seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi terjadinya

kelebihan kapasitas.
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Adapun data armada Penyeberangan regional dan lokal yang beroperasi di
Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung saat ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4 .3 Data armada lintas penyeberangan Nunukan ke Tarakan

No Nama Armada Tujuan
1 SB. Dewa Sebakis Tarakan
2 SB. Tri Putri Tarakan
3 SB. DC’10 Tarakan
4 SB. Minsen Tarakan
5 SB. Sadewa Gemilang Tarakan
6 SB. Malindo Tarakan
7 SB. Neo Sadewa Tarakan

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung

Tabel. 4.4 Data armada lintas penyeberangan Nunukan ke Tanjung Selor

No Nama Armada Tujuan
1 SB. Dua Putra Express Tanjung Selor
2 SB. Gembira Express Tanjung Selor

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung

Tabel. 4.5 Data armada lintas penyeberangan Nunukan ke Sebakis

No Nama Demaga Tujuan
1 SB. Bombay 1 Sebakis
2 SB. Bombay 2 Sebakis
3 SB. Bombay 3 Sebakis
4 SB. Norman Sebakis
5 SB. Salsabila Sebakis
6 SB. Syamsidar Sebakis
7 SB. Arafah Sebakis

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung



Tabel 4.6 Data armada lintas penyeberangan Nunukan ke Sebuku

No Nama Dermaga Tujuan
1 SB. Online Sebuku
2 SB. Ferdo Sebuku
3 SB. Tauhid Sebuku
4 SB. Sinar Nunukan Sebuku
5 SB. Bombay Sebuku
6 SB. Dua Putra JR Sebuku
7 SB. Amelia Star 2 Sebuku
8 SB. Nirwana Sebuku
9 SB. Munira Sebuku
10 SB. Munira 2 Sebuku
11 SB Restika Sebuku
12 SB. Vianna Sebuku
13 SB. Sinar Tanete Sebuku
14 SB. Polman Sebuku
15 SB. Maros Sebuku
16 SB. Tri Wahyuni Sebuku
17 SB. Zacky Sebuku
18 SB. Fadlina Sebuku
19 SB. Nunukan Jaya Sebuku
20 SB. Amelia Star Sebuku
21 SB Syafigah Sebuku
22 SB. Hazrie Sebuku
23 SB. Ariras Sebuku
24 KM. Tony Sebuku
25 SB. Bulungan Putra Sebuku
26 SB. Meteor Sebuku
27 SB. Farid Putra Sebuku
28 SB. Reskiana Sebuku
29 SB. Maros 5 Sebuku
30 SB Putra Said Sebuku
31 SB. Putra Said 2 Sebuku
32 SB. Putra Said 3 Sebuku
33 SB. Bulungan Putra 3 Sebuku
34 SB Megaria Sebuku

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung
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Tabel. 4.7 Data armada lintas penyeberangan Nunukan tujuan Binalawan

No Nama Armada Tujuan
1 KM. Harapan Baru Binalawan
2 KM. Eka Yuliani Binalawan

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung

Tabel. 4.8 Data armada lintas penyeberangan Nunukan tujuan Seruyung

No Nama Armada Tujuan
1 SB. Jamilah 1 Seruyung
2 SB. Jamilah 2 Seruyung

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung

Adapun data kegiatan operasional keberangkatan dan ketibaan di Pelabuhan

PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan pada Bulan Januari hingga Desember

2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 4.9 Data Operasional Keberangkatan

No Nama Kapal Speed Kapasitas Data keberangkatan
Boat penumpang Trip Penumpang Penumpang
dewasa anak-anak
A Lintasan Nunukan- Tarakan
1 SB. Dewa Sebakis 60 344 13.536 677
2 SB. Tri Putri 54 365 10.346 973
3 SB. DC.10 34 337 7.759 640
4 SB. Minsen 40 327 8.581 1.047
5 SB. Sadewa Gemilang 60 309 14.666 1.173
6 SB. Malindo 48 335 9.502 639
7 SB. Neo Sadewa 40 206 6.652 520
Mandiri
8 SB. Sadewa Lestari 60 34 1.366 108
Eksekutif
9 Armada tambahan - 51 355 76
(Speed Boat) tidak
dalam trayek
Jumlah - 2.308 72.763 5.853
B Lintasan Nunukan-Tanjung Selor
1 SB. 2 Putra Express 40 37 1.186 76
2 SB. Sadewa Ekspress 3 55 36 1.141 125
Jumlah 73 2.327 201
Jumlah A+B 2.381 75.090 6.054

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung
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Tabel. 4.10 Data Operasional Ketibaan

No | Nama Kapal Speed | Kapasitas Ketibaan

Boat Penumpang Trip Jumlah Jumlah
Penumpang penumpang
Dewasa anak-anak

A Lintasan Tarakan-Nunukan

1 SB. Dewa Sebakis 60 344 9.017 812

2 SB. Tri Putri 54 365 11.492 490

3 SB. Dc.10 34 337 8.657 864

4 SB. Minsen 40 327 10.066 332

5 SB.Sadewa 60 309 13.369 950
Gemilang

6 SB. Malindo 48 335 9.966 593

7 SB. Neo Sadewa | 40 206 6.275 514
Mandiri

8 SB. Sadewa Lestari | 60 34 1.201 110
Eksekutif

9 Armada tambahan - 42 699 43

Jumlah - 2.299 61.725 4.708

B Lintasan Tanjung Selor- Nunukan

1 SB. 2 Putra Express | 40 33 932 85

2 SB Gembira Express | 55 40 1.014 84
3

Jumlah 73 1.946 169

Jumlah A+B 2.372 63.671 4877

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung

Berdasarkan jumlah produksi angkutan penumpang diatas, maka sangat
jelas bahwa PLBL Liem Hie Djung masih perlu adanya peningkatan
pengembangan pelayanan berupa sarana prasarana yang mendukung terkait
pelayanan publik transportasi, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di
hasilkan oleh PLBL Liem Hie Djung sesuai dengan target yang di bebankan setiap
tahun nya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Muhammad Sayyiid Ali Selaku
Pemungut Retribusi yang menyatakan bahwa:
“pemungutan retribusi ini diberlakukan kurang lebih selama 2 tahun semenjak
diberlakukannya Peraturan Bupati tahun 2015. Untuk penetapan tarif retribusi ini

diusulkan oleh Dinas Perhubungan, kemudian di ajukan pada Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Daerah yang menyetujui. Untuk retribusi ini Alhamdulillah tiap
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tahun mengalami kenaikan, hanya kenaikan ini tidak signifikan. Jadi dari teribusi
yang diterima ini diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah untuk dikelola
kembali untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah untuk pembangunan
infrastruktur Daerah. Jadi dari penarikan retribusi ini kami tetap membuat laporan,
baik laporan harian, bulanan maupun tahunan. Dari laporan inilah kemudian nanti
akan dievaluasi tentang sejauh mana perkembangan pengelolaan PLBL itu sendiri.
Intinya setiap kegiatan yang Kkita lakukan selalu ada laporan pertanggung
jawaban”.

Adapun data retribusi PLBL Liem Hie Djung pada tahun 2017 dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.11 Retribusi PLBL Liem Hie Djung 2017

No | Bulan Retribusi Total

Penumpang | Pengantar | Tambat Tambat Motor Mobil

(2000) (1000) GT7-35 | 1-6 (1000) (2000)
1 Januari 6.880.000 1.764.000 - - 3.137.000 2.236.000 23.133.000
2 Februari 5.638.000 1.353.000 - - 2.508.000 2.508.000 18.255.000
3 Maret 7.351.000 1.667.000 - - 2.278.000 2.278.000 22.887.000
4 April 6.910.000 1.862.000 145 127 2.442.000 2.442.000 24.155.000
5 Mei 8.951.000 2.276.000 232 147 3.307.000 3.307.000 31.516.000
6 Juni 4.747.000 1.302.000 121 59 1.718.000 1.718.000 16.551.000
7 Juli 11.491.000 2.000.000 251 142 4.583.000 4.583.000 38.133.000
8 Agustus 6.553.000 1.484.000 171 70 3.069.000 3.069.000 22.829.000
9 September | 7.573.000 1.525.000 165 60 2.948.000 2.948.000 24.423.000
10 | Oktober 8.369.000 1.172.000 | 206 41 3.960.000 1.862.000 | 27.859.000
11 November | 7.986.000 972.000 189 20 3.646.000 1.959.000 | 26.498.000
12 Desember | 8.737.000 1.080.000 | 187 18 3.869.000 | 2.191.000 | 28.765.000
Jumlah Total 91.186.000 18.457.000 | 1.667 684 37.465.000 | 31.101.000 | 305.004.000

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung

Berdasarkan hasil wawancara dan data retribusi diatas, maka dapat dilihat
bahwasannya penarikan retribusi dalam PLBL ini baru berjalan selama kurang
lebih 2 tahun yaitu semenjak diberlakukannya Peraturan Bupati tahun 2015.

Adapun retribusi yang dikenakan ialah retribusi parkir, penumpang, pengantar
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serta tambat kapal labuh. Retribusi yang dihasilkan di PLBL ini tiap tahun
mengalami peningkatan meskipun dalam peningkatan tersebut tidak signifikan.

Menurut priyono (2014:3) menyatakan bahwa, dalam manajemen ilmiah
peranan manajer dalam menggerakkan sangat penting untuk meningkatkan
produktivitas kinerja yang akan dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pendapat
informan pokja perencanaan dan pembangunan ia menyatakan bahwa”

“ sejauh ini peran kepala UPT PLBL dalam Menggerakkan seluruh daya yang
dimiliki baik itu dari segi Sarana prasarana maupun sumber daya manusia sudah
optimal. Dengan melakukan pembagian kerja yang terspesialisasi. Hal ini dapat
dibuktikan dengan SDM di PLBL ini sudah memadai bahkan telah dilakukan
study banding di Batak Sekupat. Dengan segala daya dan dana dimiliki ini kami
manfaatkan sefektif mungkin. Sehingga PLBL Liem Hie Djung ini dapat
difungsikan bukan hanya sebatas memberikan pelayanan lokal dan regional tetapi
pelayanan Internasional dapat segera direalisasikan. Sementara ini kami telah
mengusulkan agar surat izin dari kementerian kelautan dapat direvisi sehingga
kapal diatas GT 35 dapat berlabuh dipelabuhan PLBL Liem Hie Djung

Adapun alur pelayanan penumpang domestik regional dapat dilihat sebagai

berikut:

SETELAH ADANY A INFORMASI BOARDING CALON PENUMPANG
MENUJU PINTU MASUK KEBERANGKATAN DOMESTIK
(BOARDING)

CALON PENUMPANG DAN PENGANTAR MEMASUKI TERMINAL
PELABUHAN MELALUI PINTU MASUK (GATE IN)

¢ 4

SE‘\LL g\ _&E:; \ﬂf){;\ss'ﬂ\mq‘&fb LOSQSEE?LLAJ{)?'\ Il:glti-\glj\fi_i_: CAL ON PENUMPANG MEMPERLIHATKAN DAN MEMBERIKAN ID-
HCAEH\G : ) ) i CARD BOARDING KEPADA PETUGAS PELABUHAN DI PINTU
( i MASUK KEBERANGKATAN DOMESTIK.

$ 4

CALON PENUMPANG MENUJU LOKET RETRIBUSI DAN

MEMBAYAR RETRBUSI PAS MASUK PENUMPANG DAN CALON PENUMPANG MENUJU KE AREA DERMAGA/ PONTON
DIBERIKAN /D-CARD BOARDING OLEK PETUGAS LOKET. TEMPAT KAPAL/ SPEED BOAT SANDAR

CALON  PENUMPANG ~ MEMASUKI RUANG  TUNGGU CALON PENUMPANG NAIK KEATAS KAPAL/ SPEED BOAT
KEBERANGKATAN ~ DAN ~ MENUNGGU  INFORMASI DENGAN TERTIB SESUAI DENGAN NOMOR KURSI YANG
KEBERANGKATAN. TERTERA DI TIKET.

Gambar 4.5 Alur Pelayanan Penumpang Domestik Regional

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung
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Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa setiap kapal yang berlabuh di

PLBL ini ada pemeriksaan kelengkapan Dokumen-Dokumen hal ini dipertegas
olen pernyataan informan Pokja Pengorganisasian dan Pengawasan yang
menyatakan bahwa:
“Setiap kapal yang akan berangkat harus diperiksa dokumen-dokumen kapal baik
berupa surat keterangan kecakapan (SKK) dan sertikat angkutan sungai dan
danau, termasuk pas kecil, pas ukur, serta pas tahunan. Kemudian dalam
pendaftaran sertifikat kapal itu tidak bisa ada nama kapal yang sama dalam satu
Indonesia. Apabila ada nama kapal yang sama otomatis akan tertolak sehingga
nama kapal harus diganti”.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa, setiap kapal yang
berlabuh di Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung akan dilakukan pemeriksaan
dokumen-dokumen kapal. Apabila terdapat kapal yang tidak memiliki Surat
keterangan kecakapan dan sertifikat kapal maka, Dinas Perhubungan berhak untuk
tidak memberikan izin berlayar.

Adapun alur mekanisme dan tata cara registrasi dan sertifikasi kapal dapat

dilihat pada gambar dibawah ini:

Pemeriksaan Alur mekanisme dan tata cara ——\ : :
Administrasi <: registrasi dan sertifikasi kapal — Pemeriksaan teknis

Il J L

Surat keterangan kecakapan (SKK) Surat ukur kapal atau daftar ukuran
Sertifikat angkutan sungai dan danau Surat pendaftaran dan kelengkapan
sarana angkutan sungai dan danau

(pas kapal kecil)

Gambar. 4.6 Alur Mekanisme Tata Cara Regristrasi dan Sertifikasi Kapal

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan
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Berdasarkan hasil Wawancara dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa
dalam pendaftaran sertifikat kapal itu tidaklah mudah karena dalam satu Indonesia
tidak diperbolehkan ada nama kapal yang sama. Apabila terdapat ada nama kapal
yang sama maka akan secara otomatis tertolak. disystem yang ada. Selain itu alur
mekanisme pendaftaran sertifikasi kapal ada 2 proses pemeriksaan yang akan
dilalui yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis.

4. Pengawasan

Proses pengawasan merupakan bagian yang sangat penting untuk dilakukan
dimana peran pemimpin sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan
segala tindakan-tindakan yang dilakukan. Pengawasan ini dilakukan agar
pemimpin menemukan keseimbangan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan
proses pencapaian tujuan. Dalam pengelolaan PLBL tentunya ada proses
pengawasan yang dilakukan. Baik itu pengawasan langsung dan pengawasan
tidak langsung dalam bentuk laporan pertanggung jawaban dan lain sebagainya.
Pengawasan yang dilakukan juga berjenjang.
a. Pengawasan langsung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti menemukan bahwa,
Pengawasan langsung yang dilakukan di PLBL Liem Hie Djung ini dilakukan
dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan baik itu pemeriksaan secara
administratif maupun pemeriksaan lapangan. Hal ini sejalan dengan yang
disampaikan oleh informan pokja perencanaan dan pembangunan yang
menyatakan bahwa:

“pengawasan langsung di PLBL ini dengan melakukan pemeriksaan lapangan
secara rutin, memeriksa kelayakan sarana dan prasarana di PLBL, memeriksa
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retribusi jalan apa tidak, kemudian disesuaikan retribusi yang dihasilkan dengan
jumlah uang yang dihasilkan. Pengawasan yang dilakukan berfungsi agar semua
tindakan yang dilakukan di PLBL singkron semua”.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasubag TU yang menyatakan bahwa:

“segala kegiatan yang dilakukan tentu ada proses pengawasan yang kami lakukan
terhadap pegawai. Pengawasan langsung yang dilakukan dengan mengawasi dan
mengontrol semua fasilitas yang ada di PLBL, disini kita ada namanya pembagian
shift pegawai untuk jaga malam diarea PLBL. Petugas jaga PLBL ini bertugas
untuk melakukan patroli kesemua area PLBL secara bergilir setiap 2 jam akan
diadakan pergantian anggota jaga”.

Hal ini juga diperkuat berdasarkan pernyataan Brigadir Syamsuddin bertugas
sebagai pengawasan ketertiban dan keamanan yang menyatakan bahwa:

“Tugas saya selaku kemanan dan ketertiban disini untuk membersihkan PLBL ini

dari calo-calo, menertibkan spead boat yang akan berlabuh dan berangkat,
memeriksa surat-surat kapal seperti manifest, surat kecakapan kelayakan kapal
meskipun ini bagian dari tugas dishub dan KPLP tapi saya sebagai pengaman
tetap wajib ikut berperan dalam melakukan pemeriksaan. apabila surat-surat
telah lengkap dan layak jalan maka diizinkan untuk berlayar, akan tetapi
meskipun surat-surat lengkap tetapi tidak layak maka saya berwenang untuk tidak
memberangkatkan”.

Berdasarkan penyataan informan diatas, maka dapat dilihat bahwa segala
bentuk Pengawasan yang dilakukan di UPT PLBL Liem Hie Djung ini guna untuk
meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dan kegiatan yang terjadi
dilapangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengawasan yang dilakukan di PLBL ini beragam sepertinya pengawasan
retribusi, pengawasan sarana dan prasarana, pengawasan kawasan PLBL dengan
melakukan patroli mulai dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Patroli ini dilakukan
secara bergilir tiap dua jam sekali diadakan pergantian anggota jaga.

Dalam pengelolaan PLBL itu sendiri tentu terdapat hambatan-hambatan dan

kendala. Oleh sebab itulah proses pengawasan ini diperlukan untuk meminimalisir
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terjadinya hambatan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan informan
kepala UPT PLBL yang menyatakan bahwa:

“dikarenakan pengoperasian PLBL ini masih belum lama sehingga namanya
hambatan-hambatan dan kekurangan pun tidak dapat kami elakkan. Akan tetapi,
Alhamdulillah sejauh ini pengelolaan PLBL makin tahun mengalami peningkatan
berupa perbaikan sarana prasarana, melengkapi sarana prasarana, menjadikan
Pengelolaan PLBL ini menjadi jauh lebih teratur.intinya dalam setiap kegiatan
yang dilakukan selalu ada pengawasan, bimbingan dan arahan. Pengawasan ini
dilakukan agar kiranya segala kegiatan yang dilakukan selalu singkron dengan
tujuan yang telah ditetapkan diawal. Untuk mencapai ini kami selalu memberikan
arahan dan bimbingan kepada pegawai dilapangan agar kiranya selalu
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang peneliti perolen baik melalui proses wawancara
maupun dari hasil pengamatan maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan
itu sangat penting untuk dilakukan agar segala tindakan yang dilakukan sejalan
dengan pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, pengawasan ini
dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan akan tetapi untuk meminimalisir
terjadinya kesalahan dan menjadi bahan evaluasi dan masukkan untuk
pengelolaan PLBL yang lebih efektif.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung ini dilakukan dengan tidak mendatangi dan
memeriksa kondisi lapangan akan tetapi pengawasan ini dilakukan dengan jarak
jauh. Bentuk pengawasan tidak langsung ini berupa dokumen-dokumen dalam
bentuk laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan pertanggung jawaban, maupun
surat-surat pengaduan.

Adapun bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan di UPT PLBL

Liem Hie Djung ialah laporan pertanggung jawaban yang dilakukan secara

berjenjang baik itu dalam bentuk laporan harian, mingguan, bulanan maupun
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tahunan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan pokja
perencanaan dan pembangunan yang menyatakan bahwa:

(13

setiap pegawai disini dituntut untuk membuat laporan pelaksanaan, laporan
pertanggung jawaban yang dilakukan secara berjenjang. Berdasarkan laporan
pertanggung jawaban harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan inilah kemudian
akan di evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan
pengelolaan yang jauh lebih baik lagi”.

Hal ini kemudian diperkuat oleh pernyataan kepala UPT yang menyatakan bahwa:
“setiap anggota di UPT PLBL dituntut untuk memberikan pelaporan mengenai
kegiatan yang dilakukan. bentuk-bentuk pelaporan ini seperti melaporkan data
retribusi yang dihasilkan dalam setiap tahunnya, data operasional pelabuhan baik
data ketibaan maupun data keberangkatan Dari laporan inilah kami akan
mengevaluasi agar kiranya dapat diperbaiki dan menghasilkan pengelolaan yang
bersinergis dan optimal.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa laporan pelaksaan
kegiatan, dan laporan pertanggung jawaban ini sangat perlu untuk dilakukan. hal
ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan baik itu
kegiatan retribusi, kegiatan operasional, maupun kegiatan pelaksanaan benar-
benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan untuk meminimalisir terjadinya
kesalahan dalam pencapaian tujuan organisasi
5. Berbagai Macam Persoalan Perbatasan

Menurut madu (2010) menyatakan bahwa, penataan dan pengelolaan wilayah
perbatasan pada dasarnya melibatkan tiga tujuan kebijakan politik yang bersinergi

yaitu:
a. kebijakan politik dimestik menyangkut keamanan nasional untuk

mempertahankan NKRI dan memanfaatkan potensi perbatasan untuk

kesejahteraan umum
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b. kebijakan otonomi daerah guna meningkatkan potensi daerah dalam rangka

kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan

c. memelihara perdamaian dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan dan

penghormatan terhadap Negara lain.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan beberapa
permasalahan yang terjadi didaerah perbatasan Nunukan — Malaysia diantaranya
dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perbedaan Tingkat Ekonomi

Perbedaan tingkat ekonomi ini menjadikan banyak Warga Indonesia

(Kabupaten Nunukan) memilih bekerja di Negara Tetangga. Jika hal ini

dilakukan secara legal, maka akan ada perlindungan hukum bagi tenaga kerja

Indonesia atau bagi pelintas batas. Akan tetapi terlalu timpangnya kondisi

ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjan

yang tersedia di Indonesia mendorong banyaknya tenaga kerja ilegal. Situasi
ini banyak terjadi dikarenakan tawaran gaji yang ditawarkan Negara Tetangga
lebih besar dibandingkan di Negeri sendiri. Oleh sebab itu pengelolaan yang
efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan
bagi masyarakat perbatasan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan masyarakat (aco) yang
menyatakan bahwa:

“saya merantau dimalaysia sudah cukup lama sudah hampir 10 tahun, orang

tua juga sudah menetap disana. Alasan merantau yah karena ingin

memperbaiki perekonomian karena kalau di Malaysia kan gajinya lebih tinggi
jika dibandingkan dengan Indon. Hanya itu kita masih ilegal belum punya

surat izin yang resmi. Jadi kalau jalan kemana-kemana harus berhati-hati takut
kedapatan polis Malaysia”.
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2. Isu-isu Keamanan

Wilayah perbatasan sangat rentan terjadinya kejahatan lintas batas (Cross
Border Crimes) yang teroganisir seperti terjadinya penyelundupan minuman
keras, penyelundupan obat-obatan terlarang, pencurian ikan dan sebagainya.

Hal ini diperkuat oleh informan brigadir syamsuddin yang menyatakan

bahwa:
“Dari segi keamanan pernah kedapatan penumpang yang nakal melakukan
penyelundupan minuman Kkeras, obat-obatan terlarang sejenis sabu-sabu
sekitar 1 kg. penyelundupan ini merupakan kiriman dari Tarakan ke Nunukan.
Permasalahan dikelautan juga ada seperti penangkapan ikan berlebihan
(overfishing), kecelakaan laut. Adapun permasalahan dilaut ini tugas kami
hanya turun kelapangan dan membuat laporan. Meminta berita acara dari
Dinas Perhubungan kemudian dari berita acara tersebut akan diserahkan ke
Polisi untuk diusut sebab terjadinya kecelakaan. Intinya pelaporan yang
dilakukan berdasarkan pembagian tugas agar tidak terjadi tumpah tindih
wewenang”.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa apabila terjadinya
kejahatan lintas batas seperti penyelundupan minuman keras, pencurian ikan
maupun kecelakaan laut maka yang dilakukan pihak keamanan di UPT PLBL
ialah dengan turun kelapangan membuat laporan kejadian, kemudian meminta
berita acara dari dinas perhubungan dan dari berita acara tersebut akan
diserahkan pada pihak kepolisian untuk diusut secara tuntas.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan PLBL di
Kabupaten Nunukan.
1. Faktor pendukung Pengelolaan PLBL Kabupaten Nunukan

Pada sub ini akan dijelaskan bahwa ada beberapa Faktor pendukung yang

sangat penting dalam pengelolaan PLBL. Apabila dalam suatu organisasi tidak
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ada faktor penunjang atau pendukung maka bisa dipastikan suatu organisasi
tersebut akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, peneliti menemukan bahwa salah
satu yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan PLBL ialah sarana dan
prasarana yang telah sesuai dengan permendagri nomor 18 tahun 2007 dan
Sumber Daya Manusia yang berkompeten . Hal ini juga sejalan dengan apa yang
disampaikan oleh informan pokja Operasional dan pengawasan yang menyatakan
bahwa:

“ Pengelolaan PLBL ini sejauh ini telah didukung dengan Sumber daya manusia
dan sarana dan prasarana yang sudah siap untuk melayani lintas batas antar
Negara. Sebenarnya dari segi SDM . infrastruktur, maupun sarana dan prasarana
yang ada di PLBL ini sudah siap untuk melakukan pelayanan internasional. Bisa
dilihat bahwa CIQS dan Xray sudah tersedia apabila memang pelayanan
internasional ini akan difungsikan. Akan tetapi kembali lagi meskipun SdM,
Infrastruktur dan sarana prasarana sudah siap tetapi persoalan izin dan kelayakan
ponton dermaga 3 belum memadai sama saja kita tetap tidak bisa apa-apa. Kami
sama-sama berharap agar kiranya persoalan standar izin kapal ini bisa
diselesaikan agar dalam pengelolaan PLBL kedepannya bisa lebih maksimal lagi”.

Pernyataan diatas, diperkuat oleh pernyataan Pokja perencanaan dan
pembangunan yang menyatakan bahwa:

“yang menjadi faktor pendukung ialah SDM yang memadai hal ini dapat
dibuktikan bahwa berdasarkan hasil study banding di batak, sekupat bahwa SDM
di UPT PLBL ini sangat memadai kemudian di dukung dengan sarana prasarana
lintas batas yang telah sesuai dengan aturan. Sebenarnya kalau ditinjau dari SDM
dan fasilitas yang dimiliki sudah siap untuk memfungsikan pelayanan lintas batas
Internasional. Karena diatas juga sudah tersedia CIQS, ada Xray, ada ruangan
khusus Pintu Kedatangan Intenasional. Hanya karena persoalan izin standar kapal
dan ponton dermaga 3 yang rusak. Sehingga, PLBL ini masih hanya pada
pelayanan lokal dan regional. Namun sebenarnya pelabuhan PLBL ini sudah dapat
dikatakan sebagai Pelabuhan Internasional”.

Berdasarkan pernyataan informan diatas dan berdasarkan hasil observasi

dilapangan, bahwasannya Pengelolaan PLBL ini sudah cukup baik hal ini
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didukung dengan Sarana dan prasarana dan SDM yang memadai. Namun
dikarenakan persoalan teknis dan izin yang belum terselesaikan sehingga PLBL
ini masih terhambat dalam pemberian Pelayanan Lintas Batas Nunukan Tawau.
Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan informan masyarakat (Elisabet) yang
menyatakan bahwa:

“PLBL Liem Hie Djung ini lebih bagus jika dibandingkan dengan pelabuhan-
pelabuhan seperti di Kota Tarakan, Tanjung Selor. Kalau disini barang-barang
bawaan dibantu oleh petugas-petugas Dinas Perhubungan.kalau ditarakan banyak
buruh-buruh liar. Dilihat dari segi ketersediaan sarana prasarana memadai dan
nyaman, ruang tunggunya bersih, intinya lebih teratur jika dibanding dengan
pelabuhan-pelabuhan yang ada diluar Kabupaten Nunukan.

Kemudian didukung oleh pernyataan Informan Masyarakat (yana) yang

menyatakan bahwa:
“saya melintasi PLBL ini kurang lebih sudah 4 kali baik itu lokal dan regional.
Kalau menurut saya sejauh ini pengelolaan PLBL Ini semakin baik yah, Alur
keluar masuk penumpang menjadi lebih teratur kemudian didukung sarana dan
prasarana yang memadai. Terutama dengan adanya troli yang disediakan
memudahkan kita untuk mengangkat barang bawaan”.

Berdasarkan pernyataan informan dari masyarakat sekaligus sebagai pengguna
jasa kepelabuhanan dan fasilitas PLBL bahwa memang PLBL Liem Hie Djung
Kabupaten Nunukan ini apabila dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang
ada di Kota Tarakan dan Kabupaten Tanjung Selor sangat jauh berbeda. PLBL
liem Hie Djung ini lebih nyaman, bersih dan arus keluar masuk penumpang jauh
lebih teratur dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya yang ada di
Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan karena PLBL ini bukan hanya

untuk diperuntukkan untuk pelayanan lokal dan regional saja tetapi untuk

pelayanan internasional Nunukan- Tawau”.
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2. Faktor penghambat dalam Pengelolaan PLBL Kabupaten Nunukan
Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian
tujuan suatu organisasi. Dimana apabila faktor penghambat ini tidak segera diatasi
maka akan berdampak pada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan bahwa faktor
yang menjadi penghambat dalam pengelolaan PLBL Liem Hie Djung terutama
dalam pemberian pelayanan Internasional ialah dikarenakan Surat izin yang
diberikan Kementerian Perhubungan dibawah Direktur Jenderal Perhubungan
Laut Nomor B 1X 506/PP.008. tertanggal 10 september 2012 dengan memberikan
izin standar kapal hanya smpai dengan bobot 35.
Hal ini diperkuat berdasarkan pernyataan informan Pokja Perencanaan dan
Pembangunan menyatakan bahwa:

“untuk pengelolaan PLBL ini yang namanya masih baru tentunya terdapat
hambatan berupa kekurangan dan kelemahannya. Tapi dengan dioperasikan ini
setiap tahunnya sudah ada peningkatan-peningkatan berupa perbaikan,
melengkapi sarana prasarana yang belum tersedia. Intinya namanya kita baru
memulai jadi namanya hambatan dan kekurangan itu belum bisa terelakkan.
Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan PLBL Liem Hie Djung
terutama dalam memberikan pelayanan internasional itu adalah: pertama
persoalan izin yang diberikan menteri perhubungan kelautan mengenai standar
izin kapal yang diberikan hanya untuk GT 1 hingga GT 35. Padahal kapal yang
dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan internasional maksimum sekitar GT
175. Hal ini kan tidak sesuai dilihat dari segi ukuran dermaga saja tidak seimbang
dengan panjang kapal lintas batas Nunukan-Tawau yaitu sekitar kurang lebih 70
m sementara panjang dermaga yang dimilik saat ini hanya 14 m. oleh sebab itu
sehingga kita juga sementara hanya bisa memberikan pelayanan lokal dan
regional saja. Kedua mengenai ponton karena ada ponton 3 yang tenggelam. Jadi,
untuk melakukan pelayanan internasional ponton 3 yang tenggelam itu harus
diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki bagaimana bisa difungsikan dermaga 3 itu.
Kalaupun diperbaiki pembangunan ponton 3 ini harus dilakukan peninjauan
kembali agar kiranya kapal yang berlabuh sesuai dengan kapasitas dermaga.
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Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kepala seksi kepelabuhanan
menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam
pengelolaan PLBL saat ini antara lain:

1. Tidak ada keseriusan antara pemerintah daerah
2. Tarik ulur antara PT Pelindo dengan Pemerintah Daerah (PEMDA)
3. Persoalan izin standar kapal
4. Perbaikan ponton 3 yang tenggelam
Kemudian diperkuat lagi berdasarkan pernyataan kepala UPT PLBL yang

menyatakan bahwa:

“ sebenarnya fungsi awalnya PLBL ini bukan untuk Lokal namun untuk regional
antar kabupaten dan provinsi, kemudian fungsi utamanya untuk dijadikan sebagai
pelayanan angkutan lintas batas Nunukan-Tawau. Untuk internasional memang
sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. adanya regulasi-regulasi yang perlu diperbaiki

2. adanya infrastruktur yang harus dilengkapi atau diperbaiki

3. perbaikan fisik masih dalam proses wacana

4. standar izin kapal yang diberikan kementerian perhubungan laut
kerusakan ponton dermaga 3 ini telah dilihat dan dipantau oleh pak Presiden
Jokowi. Kemudian, kementerian-kementeriannya diarahkan agar kiranya PLBL
ini dapat berfungsi sebagaimana mestrinya. Namun jika kita kembali kebelakang
menurut kacamata saya bahwa perencanaan ponton yang sekarang ini bukan untuk
kapal-kapal diatas GT 35 sementara kapal-kapal yang beroperasi di tunon taka itu
mencapai 175, panjang kapal sampai dengan 30 hingga 50 m. hal ini jelas
berbeda dengan karakteristik ponton pelabuhan yang ada saat ini. Sehingga perlu
diadakannya kajian kembali hal ini juga sudah disampaikan ke Pusat dan Provinsi
untuk bisa terlaksana Pelayanan Internasional diperlukan adanya Desain yang
seharusnya untuk pelayanan kapal diatas GT 35 dapat beroperasi”.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan informan bahwa ada beberapa poin
penting yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Pos Lintas Batas
Laut terutama dalam memberikan pelayanan internasional ialah sebagai berikut:

3. Standar izin kapal yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Laut di

bawah Direktur Jenderal Laut



84

Berdasarkan surat Kementerian Perhubungan yang telah dijelaskan
sebelumnya bahwa izin standar kapal yang diberikan itu hanya sampai pada
GT 35. Hal ini tidak seimbang dengan kapal-kapal Malaysia yang cukup besar
bahkan sampai dengan GT 175. Oleh sebab itu dapat memberikan pelayanan
internasional maka surat izin yang diberikan itu harus direvisi dan standar izin
kapal yang diberikan bisa ditingkatkan.

Kerusakan Ponton dermaga 3

Ponton dermaga 3 yang diperuntukkan untuk tempat sandar kapal
mengalami kerusakan bahkan tenggelam. Ponton dermaga 3 ini tenggelam
sebelum difungsikan. Jadi memang sebelum difungsikan sebagai lintas batas
ponton ini sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun begitu
meskipun ponton ini tidak mengalami kerusakan akan tetapi lagi-lagi dermaga
3 ini tidak dapat dijadikan sebagai tempat sandar kapal-kapal Internasional.
Hal ini dikarenakan kapal-kapal Pelayanan Nunukan-Tawau ini cukup besar
tidak seimbang dengan dermaga yang dimiliki. Dan kalaupun ponton dermaga
3 telah diperbaiki harus dicor agar lebih kuat. Kemudian diperlukan
peninjauan ulang agar dermaga yang dibangun sesuai dengan kapasitas kapal
yang akan bersandar di PLBL Liem Hie Djung.

5. Adanya keseriusan antar pihak-pihak terkait

pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan PLBL ini harus saling

bersinergis. Agar kiranya segala hambatan yang saat ini dihadapi dapat

diselesaikan. Sehingga dapat berdampak pada pengelolaan yang efektif dan
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efisien serta pelayanan lintas batas antar Negara dapat secepatnya

direalisasikan

Pernyataan diatas berbeda dengan yang disampaikan informan pokja
operasional dan pengawasan ia menyatakan bahwa:

“dalam pandangan saya bahwa ada 2 faktor yang menjadi kendala pengelolaan
PLBL vyaitu terkait anggaran, dan minimnya penyediaan speedboat. persoalan
anggaraan ini disebabkan rendahnya alokasi pembangunan atau ketergantungan
pada pemerintah daerah dan belum terwujudnya keterpaduan dalam upaya
pengelolaan PLBL. Sejauh ini dalam penganggaran PLBL Kita harus mengusulkan
dikantor induk (dinas Perhubungan) kalau di acc maka kita dapat anggaran kalo
tidak maka terkendala lagi. Jadi biasa kami membuat usulan dana berupa proposal
untuk diusulkan diperusahaan-perusahaan besar. Hanya kan diperusahaan besar
dia hanya menerima usulan dalam bentuk jumlah yang besar kalau jumlah yang
kecil tidak dibiayai.ia berharap dana retribusi PLBL ini bisa langsung dikelola
oleh UPT PLBL itu sendiri agar lebih optimal dalam proses pengelolaannya. Yah
setidaknya dari hasil retribusi yang diperoleh ini tidak 100 persen masuk kedalam
PAD. Karena bagaimana mau menghasilkan pengelolaan yang efektif jika untuk
mengelola PLBL kita butuh anggaran dan untuk memperoleh anggaran itu tidak
mudah melewati proses yang panjang dan waktu pencairan dana pun terkadang
membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian hambatan kedua terkait
pelayaran regional apalagi pada saat musim-musim penumpang kami kesusahan
dalam mengelolah karena kapal-kapal yang beroperasi pun tidak cukup untuk
melayani penumpang sangat melonjak. Sementara masyarakat sangat
membutuhkan pelayanan meskipun dengan menggunakan kapal cadangan.
Padahal jika dilihat dari segi keamanan kapal cadangan ini kan tidak terlalu aman
sementara masyarakat tidak mau tau tidak memperdulikan lagi aspek kemananan
tersebut padahal kita sama-sama berharap akan baik-baik saja”.

Menurut informan diatas bahwa alangkah baiknya apabila UPT PLBL ini
mempunyai anggaran sendiri. Karena dengan adanya anggaran sendiri akan lebih
memudahkan dalam menghasilkan pengelolaan yang lebih efektif. Diharapkan
dengan adanya anggaran sendiri ini apabila terjadinya kerusakan atau perbaikan-
perbaikan sarana dan prasarana PLBL bisa langsung dilaksanakan. Sejauh ini
apabila ada kerusakan UPT PLBL diharuskan untuk membuat Proposal rencana

pembangunan maupun perbaikan, dan usulan ini tidak langsung diterima apabila
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memang diusulan diterima maka anggaran dapat dicairkan. Atas dasar itulah
sehingga UPT PLBL perlu memiliki anggaran sendiri Apalagi dalam pengelolaan
PLBL ini ada dana yang dihasilkan melalui pelayanan jasa kepelabuhanan
berdasarkan retribusi parkir, penumpang, pengantar dan tambat kapal. Retribusi
yang dihasilkan ini cukup besar. Retribusi yang dihasilkan pada tahun 2017 itu

ialah senilai 305.004.000.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan PLBL Liem Hie Djung Sejauh ini masih belum bisa dikatakan
sudah efektif. Hal itu dikarenakan PLBL ini baru berfungsi dalam pelayanan
regional dan lokal saja sementara dalam pemberian pelayanan internasional
masih terhambat. Jika ditinjau pada fungsinya berdasarkan hasil rekomendasi
sosekmalindo bahwa PLBL ini diperuntukkan bukan hanya untuk pelayaran
lokal dan regional. Tetapi untuk pelayaran lintas batas Nunukan-tawau.
Pembangunan dan pengoperasian PLBL ini sebenarnya telah mendapat
dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari Presiden Republik
Indonesia (Ir. Joko Widodo) melalui hasil kunjungan kerja dipelabuhan
PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan guna untuk melihat secara
langsung kondisi perbatasan sekaligus mendukung penuh percepatan
pembangunan PLBL Liem Hie Djung Ini. Dilihat dari segi sarana prasarana
sebenarnya PLBL ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 tahun 2007 dengan dilengkapi CIQS.

2. Dalam pengelolaan PLBL Liem Hie Djung ini tentu ada faktor pendukung
dan penghambat yang dimiliki. Dari data yang diperoleh dilapangan peneliti
menemukan, bahwa faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan

PLBL ini ialah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sudah memadai
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hal ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan hasil studi banding di Batak

Sekupat bahwa SDM yang dimiliki ini telah lengkap dan berkompeten pada

bidangnya masing-masing. Kemudian, faktor yang menjadi penghambat ialah

persoalan izin yang belum tuntas, dan kondisi teknis dermaga 3 mengalami
kerusakan parah bahkan tenggelam. Sehingga belum memadai jika
diperuntukkan sebagai tempat sandar kapal lintas batas Internasional

Nunukan- Tawau.

B. Saran
Berdasarkan fokus penelitian mengenai Pengelolaan Pos Lintas Batas Laut di
Kabupaten Nunukan ini, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Agar menghasilkan pengelolaan PLBL yang efektif, diharapkan adanya
singkronisasi dan komitmen berbagai pihak baik itu dari Pemerintah
Daerah, Dinas Perhubungan, dan Kementerian Perhubungan Laut agar
Kiranya turut terlibat dalam percepatan pengoperasian PLBL Liem Hie
Djung sebagai Lintas Batas Laut Intenasional Nunukan- Tawau.

2. Agar PLBL Liem Hie Djung ini tidak terkendala dalam pemberian
pelayanan lintas batas laut Internasional diharapkan bahwa permasalahan
dan Kendala-kendala yang dihadapi agar kiranya diminimalisir. Terutama
ponton 3 yang tenggelam agar segera diperbaiki dan ditinjau ulang
pembangunan agar seimbang dengan kapal untuk pelayaran Nunukan-

Tawau.
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berlaku.

Demikian ~ rekomendasi ini  dibuat untuk dapat  dipergunakan

sebagaimanamestinya.
Dikeluarkan di Nunukan
fmnggal 13 Maret 2018
\P‘ | \\
A ‘
I} ‘g - i
M
Pembma Utama uda Vi
NIP. 19670927 199703 1 003
Tembusan :

1

Yth. Bupati Nunukan

¢.q. KaBag. Pemerintahan Setkab Nunukan

. Yth. KAPOLRES Nunukan Kab. Nunukan

Yth. Kepala Bapedda dan Litbang Kab. Nunukan

Yth. Ketua Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar
Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nunukan

Yang bersangkutan

e ATSIp e
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PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PERHUBUNGAN

UPT. PLBL LIEM HIE DJUNG NUNUKAN

JL. Bahari RT. 01 Kelurahan Nunukan Utara
NUNUKAN 77482

SURAT KETERANGAN
Nomor : 550/014/UPT. PLBL — NNK/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasbul Azis, S.Si.T
Nip. : 19780218 200604 1 009
Jabatan : Kepala UPT. PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

Dengan ini menerangkan dengan benar kepada :

Nama . Neny Fitriani

Nim : 105610500014

Jurusan . limu Administrasi Negara
Fakultas . limu Sosial dan limu Politik
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di UPT. PLBL Liem
Hie Djung Nunukan dari tanggal 14 Maret 2018 s/d 09 April 2018. Untuk memperoleh
data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengelolaan Pos Lintas Batas
Laut di Kabupaten Nunukan”.

.Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Nunukan, 09 April 2018




Nunukan, 01 Februari 2010

Nomor : 050/ 007 / Pemb-1 /1172010 Kepada
Lampiran :— Yih. Gubernur Kailtmantan Timur
Perihal : Pendeiegasian  Cperasional di -

PLBL tiem Hie Diung Munukan Samarinda

Memperhatikan tembusan surat Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalmantan Timur Nomor : 551.2/180/Hubia/ii/2039 tanggai 23
Februsi Z00S Ferhal Fenetzpan Status Pos Limias Balss iaut &
Katimaman Vimue dass surat Nomer : 85 387&MHubia\VHifZC02 Tanggal 27
Agustus 200§ Peiihal : Pengelolaan PLBL Liem Hie Djung serta hasil rapat
koordinasi antara Pemerintah Kabupater Nunukan dengan bebarapa Unsur
Pemerintah Propinsi Kaiimantan Timur terkait yang diprakarsal cleh Dinas
Pehubungan Propinsi Kaiimantan Timur Tanggai 19 Oitober 2009,

Bahwa pada giinisipnyz cemenniah Kabupaten Nunukan bersesdis
mensrima pencelegasien agerasional PLEL Liem Hie Diung < Munukan
dan senubungan dengan persiapan operagional can pengelotaan PLRL
dimaksud maka bersama ini kami memchon agar Aset Pembangﬁnan
PLBL dapat dinibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunckan.

Demikian disampatkan, atas perhatian dan persetujuannva
diucapkan terima kasih.

BUHRATI NUNUKAN
‘/‘i? A 7»,

FID ACHMAD

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di Nunukan,

Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Kepaia Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Kepala Biro Penyusunan Program Setdaprav. Kalimantan Timur di Samarinda.
Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov. Kalimantan Timur di Samarinda.

Arsio

el o e



Nomor
Klasifikasi
Lamp
Perihal

BUPAT! NUNUKAN
JI. Sungai Jepun — Mansapa, Nunukan Selatan-77482
Telp. (0556) 24571, Fax. (0556) 21088, 24555

Nunukan, 30 Mei 2012

- 552/355/Dishubkcminfo-NNK/NV/2012 Kepada

: Penting Yth. Menteri Calam Neger:
: 1 (satu) Berkas Di_

: Dukungan Dalam Percepatan Jakarta

Pengoperasian PLBL Liem Hie Diung.

Sebagaimara gambaran umum baik Pemerintahan maupuri Geografis
serta ietak maupun posist slartegis, dengan fater  belshangfinjauan berbagai
aspek szhagaimana tersebut diatas, dimana Pemenntah Pusai maunus Propinsi
dan Kabupaten didalam rencana/pregrar percepatar pembangunan daerah
nerbatasan salah satunya yaitu bidang/sektor  Perhubungan khususnyz
penyediaan sarana prasarana di Kabupaten Nunukan

Adapun iatar belakang pemikiran dimana Kabupaien Nunukan
merupakan wilavah yang berbatasar langsung dengan Negara tetangga
kalaysia, bak dareiai meupun iast. Maka secagaimana duz Negara Sahabai
mernifiki jalinan hubungan Bilateral, sscara khusus dimana hubungan Kuliur,
sosial, ekonomi dan budaya juga selama ini terjalin dan saling mendukung maka
dengan itu Cicetuskanlah piogram keriasama antar dua Megara yaitu keria
sama yang dituangkarn dalam Program Sosekmaiindo.

Pertemuan daiam pembshasan kerjasama khususnya Pembangunan
Pos Lintas Batas iaut (PLBL) merupakan saiah satu program yang
diagendakan dan diawali pada tanggal 11 september 1996 dan dilanjutkan
pada pertemuan yang ke Sepuluh tepatriya di Balikpapan pada tanggal 21 Juli
2005 dimana hasil akhir pertemuan disepakati bahwa Daerah Liem Hie Djung
sebagai lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) untuk Indonesia
di Nunukan.

Dengan itu melalui alokasi pembangunan baik APBD | dan APBD Il pada
tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang terbagi pada tahun mata anggaran
untuk pembangunan PLBL menelan biava sebesar Rp. 41,8 milyar.

Sehubungan dengan icreafisasinya pembanguran, maka fungsi PLBL
sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian Sosekmalindo maupun yang



diharapkan sebagai sarana yang representative dengan standar pelayanan
pelayaran, keselamatan dan keterpaduan CIQ'S maupun berdampak pula pada
tingkat kesejahteraan masyarakat diperbatasan belum mendapatkan perijinan
pengoperasian sebagaimana Pos Lintas Batas Laut (PLBL) oleh Kementerian
Perhubungan. Progres administrasi dalam pengajuan dan pengusulan dimana
Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengajukan atas dasar pengajuan dan
pengusulan beberapa hal petunjuk baik administrasi maupun teknis agar
dipersiapkan dan ditindaklanjuti yang mana hal-hal menjadi tindak lanjut bagian
dari pada Penyelenggara Pelabuhan/Kementerian Perhubungan (Adpe!
Nunukan) belum mendapatkan suatu respon yang diharapkan, dengan iu
sangat berdampak pada fasilitas yang telah terbangun sena ketersediaan
sarana pelayanan pada masyarakat yang tidak dapat dipergunakari dan tidak
sejalen dengan semangat percepatan pembangunan wiiayah perbatasan
gi Kabupaten Nunuxan.

Dengan zdanya kuniungan kefa Bapak Menteri Daiam Negen selaku
Kepala Badan Nasicnal Pengelcia Perbatasan (BNPP) beseria Menter dan
Pejabat K/L lainnya di Xabupaten Nunukan pada fanggai 27 Mei 2072 dimanz
saizh saiu fasiitas yang ditinjau adaiah Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem His
Djung. Oleh sebzb itu secara gambaran umum kondisi Eksisting maupun
kelayakannya dapat direkomendasikan dan dipertimbangkan.

Maka bersama ini melalui Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepaia
Badan Nasional Pengelcla Perbaiasan (BNPP) dapat memfasilitasi dalam
rangka percecatan fungsi operasional perifinan Pos Linlas Batas Laut (PLBL)
Liem Hie Djung dengan Pejzbat K. Femerinteh Pusat di Jakata.

Resar harapan kamni dan parkenaan maupun perbatian Bapak dzam
percepatan fungsi Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Diung cisampaikan
terima kasih.

BUPAT! NUNUKAN,
1
!

. Basri

Tembusan disampaikan kepada Yth:

©OoONDAWN

Menteri Perhubungan di Jakarta;

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Jakarts;
Menteii Pekerjaan Umum di Jakarta;

Menteri Hukum dan HAM di Jakaria;

Menteri Keuvangan di Jakarta;

Menteri Perumahan Rakyat di Jakarta;

Gubermur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
Dirjent Hubla Kementerian Perhubungan di Jakarta;

. Sekretaris BNPP di Jakarta

. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dJi Samaninda;
. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim di Samarinde;
. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Prov. Kaitim di Semarinda;

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di Nunukan:



D!REKTORAT JENDER ERHUEUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LY. 12 sid 17
JL. MEDAN MERDEKA BARAT to. 2 | TEL 11308, 351326¢ . P TEN
| 20, 3507576 |
JAHARTA - 10110 FPs! ! Tan L Q017G BABAS0 BTN

/0)37’1' //O //f‘, ar Jakarta, §1 /WUJMS 20035

Jor..or

{lasifikasi

_ampiran

serihal : Pembangunan Dermaga Nepada

di Lamijung Pulau Nunukan
Y, Kepala Dinas Perbubungan
Propinsi Kalimantm Timur

1. Sehubungan surat General Manager . (Persure) Pedi IV Nunukan No
PR.3OI/I/ANN-2005 tanggai 11 Juli 2005 vary jukan  Kepada  Saudara dan
!cmbusqm‘ya ariarz jain disampaikan kepada Dir
surat. dengan i Gisampaikan hal-hal sehag

Teityie Pa Eee ey VA ERE T 1
n Hubla perthal teeschut pada pokok

a. Sesuai Kepmenhub No KM, 53 than 2002  cstang Totanan Kepelabuhong
Nasional, berdasarkan hirarki, peran dar fungsi ziabuban Tupontaka Nunekan
ditetapkan sebagai pelabuhan Nasional.

k. Di Pelabuhan Tunontaka Nupukan tergedin fasthites dern
200 M unwk melayani

kontairer seita saat ini nc;."o;,:ruum,r* i Ll optimal,

mual carge, pepumpeng dan seny

v LR dan DK Poiavubian Dunoninia

c. Pelabuban Lamijung teric
Nunukan, maka permbangunarnya dupat dilaks
dari Dirckiorat Jenderal Perhubungan Laut.

teinn IMCRGEAPAL POESe i

Berkenaan dengan butir 1, mengingal dermaga terscbut berada di dafam DI

DLKP Belabuhan Tunontaka Nunukan maka untuk pengoperasiznnya agar beke

19

dengan PT (Persero) Pelindo 1V Cabang Nunuikan.

3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik divcapkan terinia busih

An DIREKT Ji2 JENDERAL PERHUBUNGAN . ALY
! .f‘.l{‘) SDIREKTORAY L DERAL

SEFE

Tembusan :

Dirjen Hubla;
Bupati Nunukan; E 5
Adpcl Nunukan; ) =
Direksi PT. (Persero) Pelindo IV;

GM PT. (Persero) Pelinde TV Cabang Nunukan.

v ) —

w



Vges KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

EQ“ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
@? GEDUNG KARYA LANTA[ 12 s/d 17
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No_ 8 l‘TEL Zdi113()8,3505005, 3813269, 3447017 1 TLX : 3844482, 3458540

3842440
JAKARTA - 10110 Psi : 4213, 4227, 4209, 4135 I Fax : 3811786, 3345430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHIUBUNGAN LAUT
NOWMOR: Bxt - S0k /2. o8

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN PELASUHAN NUNUKAN
KEPADA PENYELENGGARA FELABUHAN NUNUKAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang 1 a. vahwa rencanz penigembangan Peiabliban Lintas Baias Laut Liem Hie Djung
telah s2suai depgan Rencane Induk Pelzbuhan Nunukan;

barwa daiam sangka menmingkaivan Kineri2 Pelabukan Tunon Taka Nunukan,
Fanyelsngoeia Felabuhan Nunukan bekedssama dengan  Pamerintah
Kabupaien Nunuien skan mengaembangkan Pelabunen Tuncn Taka Munukan
berupa pembangunan pelabuhan fintas baias laut;

o

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu meretapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
tentang Pemberian lin Pengembangan Pelabthian Nunukan Kepada
Penyelenggara Pelabuhan Nunukan:

engingat : 1. Undang-Undang Nomer 17 Tzhun 2008 ientang Pelzyaran (Leinbaran
Negar2 Repubik indonesia Tehun 2008 Nomor 84, Tambahan Lemparan
Fegara Repukii indonesia Nomor 4349);

2. indang-Undang Nomor 32 Tanun 2009 tenteng Periindungan  dan
Fengelolzan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubiik Indonesiz
Tanun 2009 Nomor 140, Tambehan Lembaran Negara Republik (ndonesia
Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintan Nemor 27 Tahun 1998 tentang Anaiisis Mengenpal
Campak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republix Indonesia
Tanun 1992 Nomor 59, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3838);

4. Peraturan Pemenntah Nomor 671 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

5. Peratirahi sy

_E:hel Takah 02 | “ Hendzal: Fopaluran Fagyaran Berarls lendutung ercidlamge Keselomalon Perlayer ™



Mernetapkan

PERTAL

. Membeikan izin Kepada

5. Peraiuran Pemerintah Nomor 3 Tanun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahur: 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Magara Republik Indonesia Nomor 5093);

Peraiuran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 fentang Angkutan di Perairan

(Lembaran Negara Repubik tndonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republk indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah

disbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 5208);

(o2}

7. Pegivran Pemerntzh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan

Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51089),

8. Kepuusan Presiden Nomor 65 Tahun 1880 teatang Pengesehan
“Infenational Gonventien for The Safety of Life at Sea, 19747;

9. Peraiuran Presidsn Nomor 47 Tahun 2009 ierdang Pembeniukan dan

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011,

1. Kepulusan Menteri Perhubungan Nomor KM 215/AL.S08/PHB-87 Yahun 1337
-

teniang Pengadaan Fasiitas Perampungan Limbah dari Kspal;
11. Keputusan Menieri Perhubungan Nomior KM 53 Tahun 2002 tentang Tatenan
Kepelzbuhanan Nasional;
3. Paraturan Mertar Perhubuagan Nemer KM 60 Tahun 2042 wenigng Organisas,
dar Taia Kerja Kemenisiian Perhubungan

12 Peraiuran Menteri Perhutungan Nornor PM 356 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kartor Otoritas Pelabuhan Utama;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DiREKTUR JENDERAL PERHU J'\C,'\N PAUT  TENTANC
PEMBERIAN 1ZIN  PENGEMBANGAN PELAZUHAN  MUNUKAN KEFADA
PENYELENGGARA PELABUHAN RUNUKARN,

b \D

Penyelenggara  Pelabuhan  Nunukan  untuk
n*—us

reengembangkan  Pelabuhan  Nunukar  Eeienasams dspgan  Pamerintal
Kapupaten Nunukan untuk mengembangkan Pelabuhan Nunukan, dengan data

fasilitas sebagai berikut :

1) Dermaga
- lipe : ope:1 :
- tkuran {185 x 11.5) m
- trestle : (33 25x 1 0)
- frestfe penghubung ((i7.5%x4)m
- ponten 1 (12x 10) m?
- konstruksi : beton
- kedalaman -5mLWS
2) Pasisi koordinat - 04° 08 427 LU/ 117° 38 47,537 BT

04° 08 42,4” LU/ 117° 38" 484" BT
04° 08 42,7"LU [ 117° 38' 49,7" BT

13} Peruntukan...



KEDUA
a.
b
C.
a.
€.

KETIGA

KEEMPAT
d.
cC.

KELIMA

KEENAW

1

2
3

4.
5,
6
!
3

3} Peruntukan " {asiliias sandariambat kapal maksimum 30 GT

Dalam melaksanakan pembangunan dermaga, pemegang izin pembangunan

diwajibkan :

Menaati keteniuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang
kepelabuhanan, ialu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan

pengeloiaan fingkungan;

Mgnaaﬁ keteniuan peraturan perundang-undangan dari instansi FPemernntah
lainnye yang terkaitan dengan usaha pokeknya;

Memelihara fasilitas yang diperiukan uniuk kelancaran arus lalu lintas barang
serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;

Berianggungjawab terhadap dampak yang timbul selama peiaksanaan
embangunan/pengembangan peiabiinan yang bersangkutan; _
Meiaporkan kegiatan operasional sefiap buian xepada Direkiur Jendera!
Pernubungan Laut.

Pengawasan dan pengandalian {ernadap kegiatan pembangunan diaxukan oleh

Penyelenggar Pelabuhan Nunukern.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Menteri Perhubungan;

izin pemsangunan dermaga dapat dicabut apabila peinegano izin

Tidak melaksanaken pekeriaan pernangunan dalam jangka wakiw 1 (sai)
iahun setefan izin pembangunan diberikan;

Thiak dapat menyelesaikan permbangunan dalem jangha waki 3 (tiga) tahun
sejak izin pembangunian diverikar;
Tidak melaksanzken kewajican atau melanggar ketentuan larangan

sebagaimana dialur dalem Keputissan ini dan psraturan perundang -
undangan d bidang Pelayaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaain dzn pengawasan
teknis terhadac peleksanzan pambangunan pangembtangan pelabunan Nunuxan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditgzphan di - . JEKARTA
pavs tanggal  © pp Seple S ZGig

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

CECNHUHAMAD
Pembina Utama Muda (Vic)
NiP. 10540204 198703 1001

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan,
Inspekiur Jenderal Kementerian Perhuhungan;
Gubemur Provinsi Kalimantan Timur;

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Hubla;

: Bupati Nunukan;

Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan.



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Februari 2014

Kepada
185, 5/4,28/BKFP Yth. 1. Gubernur Kalimantan Thrnur
Segera 2. Pj.Gubernur Kalimantan Utara
. di-
Femantapan Pengelolaan TEMPAT

Lintas Batas Negara RiMalaysia
di Wilayah Kabupaten Nunukan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengeiolaan lintas batas
negarz wilayah perbatasan iaut Ri-Malavsia di Kabupaten MNunikan
Provins! Yafimantan Ulara, khustenye tefkait  dengen  rencans
cengoperagian peiabehan Lo Hie Diung szbagdal petabuhsitintas telas
negera Jjaur "Nunukan-Tawau" dan pembukaan Xembal patinasan
tradisiona! d! Pulau Sebatlk untuk jalur "Sungal Nyamuk-Tawau" yang
sudan cetatun ini ditutup, dengan ncrmat diminta pernatiannya untuk
hal-hal sebagai berikut :

1. Pengoperasian Pelabuhar: Liem Hiz Djung di P. Nunukan :

a. Pelabuhan Llem Hle Djung vang rencananya akan dikelola cleh
Pemerintan Ksbupaten Nunukan setagal Pos Lirlas Batas Nagars
wiavah laut (PLBN Laut) dan Ssrfungsl sehagal terminam
panumparg internasional Jalur "Nunukan-Tawav®, ditegaskan
pada prinslpaya merupakan wiujud pengemndangan operasi davl
Pelahuhan Tunontaka-Nunukan yang diketoia olefn PT. Pelindo dan
di bawah supervisi Direkiorat lJenderzi Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan Rk

L. Pengoperasian fungsi internasional Pelabuhan Liem Hie Dlung
agar diupayakan sesuai rencara pada bulan juni 2014, seteiah
disepakatinya Standard Operating Procedure (SOP) oleh
Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Tim Teknis Kelompok
Kerja Sosek Malindo Tingkat Daerah (Kalimantan Timur dengan
Negeri Sabah);

O

‘Mengingat fungsi pelayanan dan pengawasan di PLBN-Laut Liem
Hie Djung melibatkan unsur Custom, Imigration, Quarantines,
Securltles. dan Port (CIQSPY. adar dilakukan pengecekan kondisi
kesiapan sejumiah sarana/prasarana yang dinersyaratkan daiam
Standard Pelayanan Minimum (SPM) maupun SOP yang
disepakati secara bilateral dengan pihak Malaysia. Dalam hal
ditemui permasalahan, agar segera dapat dilakukan koordinas!
dengan berbagai pihak terkait;



arwNp

4. Pelabuhan Liem Hie Djung yang asetnya dimiliki Pemerintah
Provins! Kalimantan Timur .dan selama Ini dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan status Pinjam Pakai
yang sudah berakhir pada tanggal 28 Oktober 2013, maka untuk
kesinambungan pengelolaannya dan akuntabilitas
penganggarannya, agar Pemerintah Provinsl Kallmantan Timur
memperjelas statusnya dengan perpanjangan masa pinjam pakal
sambil menunggu penyerahan aset pelabuhan Liem Hie Djung
yang sedang dalam proses pembahasan di Provinsi Kalimantan
Timur.

2. Pembukaan KembaliJalur "Sel Nyamuk-Tawau" di P. Sebatik:

a. Untuk mempercepat prosss pembukaan kembali periintasan
tradisiona! Jaiur Sei Nyamuk (P. Sebatik, Nunulkan) ke Tawau
(Malaysia), yang telah satu tahun ini ditutup oleh Pemerintah
Malaysia atas pertimbangan ketertiban dan keamanan yang tidak
terjamin dengan speedboad penumpang berkekustan di bawah 7
GY yang digun%kan relintas batas dari P. Sebatk, dipariukan
langkah-langkah nyatz untuk merespon tuntutan masyarakat P.
Sebatik yang mendesak untuk segera dibuka kembalf;

b. untuk mendukung upaya penyeiesaian masalah di P. Sebatik
tercebut. Pemerintah Pusat melziul Kadan Nasiora! Pengeloia
pabatlasan telal melakukan koordinasi dengan berbagai pinak
terkait ai tinghkat pusal maupun daerah, meny=tuiul untuk
melekukan modernieas! alat angkut pelintas baias “Sebatik-
Tawau™ dengan menyediakan minimal (satu) Luah kapal
perkekuatan 10-20 GT pada tahun 2014 ini. Mengingat untuk
modernisasi alat angkut ini dibutuhkan sebanyak 6 (enam) kapal
sesuai dengan kesepakatan perundingan Sosek Malindo ke-31
pada tsnggal 11-13 Desember 2013 di Pekanbaru, maka
pemenchan kebutunan modemisasi alat angkut ini diharapkan
dapat diper:uhi secars berf2hon:

c. Mengingat upaya pembukaan Kembali peariintasan "Sei Nyamuk
Sehatik-Tawau® ini sedang dalam proses penyelesaian, agar
pengurus Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur bersama
unsur Pemerintsi Provinsl Kalimsrtan Utara dan Pemerintah
Habupaten Nunukan ustule melakukan soslalisast dan mencegah
terjadinya keresanan masyaraxat di P. Sebatik sebagaimana yang
terjadi belakangan ini.

Demikian untuk menjadl perhatlan dan ditindakianjuti sebaik-

baiknya, serta dilaporkan perkembangag

TGAMAWAN FAUZI

Yth. Presiden Ri, sebagal laporan;

Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Pengarah BNPP;
Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Pengarah {;

Yth. Menteri Koordinator Bidang KeseJahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua Pengarah I};

Yth. Menteri Pertahanan RL
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